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KATA PENGANTAR

Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap
pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita —
cita bangsa bernegara untuk itu, diperlukan sistem pertanggung jawaban yang tepat,
jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraaan pemerintahan dan
pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan

bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Salah satu asas dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah azas akuntabilitas,
Azas ini merupakan azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari
kegiatan penyelenggaraan pemerintahan harus dapat dipertanggung jawabkan kepada
masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan
ketentuan perundang — undangan yang berlaku. Dalam rangka itu, Dasar Hukum yang
melandasi penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Instansi Pemerintah (LKIP) ini
adalah UU No 17 / 2003 tentang Keuangan Negara, UU No 1 / 2004 tentang
Perbendaharaan Negara, UU No 15 / 2004 tentang Pemeriksaan Tanggung Jawab dan
Pengelolaan Keuangan Negara. Pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan
Presiden No. 9 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan sistem AKIP, Peraturan Pemerintah
No 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja serta diikuti peraturan
Menteri PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atau Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah,

Dalam rangka pelaksanaan UU No 17 / 2003 tentang Keuangan Negara, UU No 1/
2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU No 15 / 2004 tentang Pemeriksaan
Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan Negara. Pemerintah juga telah
menerbitkan Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan sistem AKIP,

Peraturan Pemerintah No 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja serta



diikuti peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014 Tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atau Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah, Maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Serang menyusun laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sebagai
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan
pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang telah
ditetapkan dan dijabarkan dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Serang 2021 — 2026 dan Rencana Kincrja Tahun 2022.

Dengan adanya LKIP ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara jelas
tentang kinerja organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
Scrang pada lahun anggaran 2022, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan baik
internal maupun eksternal akan mengetahuinya dan dapat menjadi bahan masukan

(feedhack) bagi proses perencanaan kinerja selanjutnya.

Pada akhirnya, dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini diharapkan
dapat memberikan informasi capaian kinerja (Performance information) atas
penyclenggaraan Perencanaan Strategis maupun Perencanaan Kinerja Tahunan Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Serang Tahun 2022 yang telah

dievaluasi dan dianalisis.

Serang, Januari 2023

A KEPALA DINAS PEKERJAAN M
DAN PENATAAN RUANG

_KABUPATEN SERANG
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Serang Tahun

2022 disusun dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai
berikut :
1. Undang — Undang Nomor 17 / 2003 tentang keuangan Negara

2.
3.

10.

11.

Undang — Undang Nomor 1 / 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Undang — Undang Nomor 15 / 2004 tentang Pemeriksaan Tanggung Jawab
dan Pengelolaan Keuangan Negara;

Undang — Undang Tentang Pembentukan Provinsi Banten

Undang — Undang Tentang Pemerintah Daerah

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tengang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 / 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja.

Peraturan Presiden Nomor 29 / 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP)

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 / 2014 Tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan Daerah Kabupaten Serang No. 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan

Perangkat Daerah Kabupaten Serang;

Peraturan Bupati Kabupaten Serang No. 107 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok

dan Fungsi dan uraian tugas pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Serang
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B. Lingkungan Strategis
1. Letak Geografis

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Serang

terletak di tengah Kota Serang yaitu di Jalan Sama’un Bakri Serang.
2. Sumber Daya Manusia

Jumlah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang sebanyak 220 orang, hal ini sebagai
penunjang keberhasilan program-program penyelenggaraan pemerintah
dan pembangunan, adapun rincian PNS sebagai berikut :

Tabel 1.1

Data Pegawai Negeri Sipil Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Serang Berdasarkan Tingkat Pendidikan

 JumlahPengawai

Sekolah Dasar (SD) 14 0 14
Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama 4 0 4
(SLTP)

Sekolah Lanjutan Tingkat Atas 62 7 69
(SLTA)

Diploma | 0 0 0
Diploma 11 0 0 0
Diploma Il 7 7 14
Sarjana Muda 0 0 0
Sarjana Strata — 1 73 30 103
Sarjana Strata — 2 13 3 16
Sarjana Strata — 3 0 0 0

Sumber : Subag Kepegawaian Dinas PUPR Kabupaten Serang
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Tabel 1.2
Data Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Serang
Berdasarkan
Jenjang Kepangkatan

Golongan | 0 0 2 11 - 13
Golongan Il 3 6 46 32 - 87
Golongn I 62 16 15 20 - 113
Golongan IV 7 0 0 0 - 7

Sumber : Subag Kepegawaian Dinas PUPR Kabupaten Serang

Tabel 1.3
Data Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Serang
Berdasarkan Jenis Kelamin

Umur Jenis Kelamin Total
L P
<20 Tahun 0 0 0
21— 25 Tahun 4 6 10
26 — 30 Tahun 20 15 35
31 -35 Tahun 18 5 23
36 — 40 Tahun 12 2 14
41 — 45 Tahun 27 5 32
46 — 50 Tahun 42 7 49
51 — 55 Tahun 28 6 34
56 — 60 Tahun 22 1 23
Total 173 47 220

Sumber : Subag Kepegawaian Dinas PUPR Kabupaten Serang
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Tabel 1.4
Jumlah PNS Yani Akan Memasuki Pensiun
1. 2022 4
2. 2023 10
3. 2024 12
4. 2025 11
5. 2026 8

Sumber : Subbag Kepegawaian Dinas PUPR Kabupaten Serang

Tabel 1.5
Data Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Serang
Berdasarkan Jenis Kelamin dan Golongan Ruang

I/a - - 0
Golongan | /b 0 i 0
lc 2 - 2
I/d 11 - 11
Golongan 11 Il/a 3 0 3
/b 6 0 6
l/c 35 11 46
1/d 30 2 32
Golongan Il I1/a 43 19 62
11/b 11 5 16
Ii/c 14 1 15
i/ 13 7 20
Golongan IV IV/a 5 2 7




LKIP DINAS PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG KABUPATEN SERANG

IV/ib 0 0 0
IVic 0 0 0
IV/d 0 0 0

Berdasarkan uraian diatas, tingkat pendidikan pegawai di Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Serang relatif masih rendah dan latar
belakang pendidikan yang kurang sesuai dengan kebutuhan masih sekitar 40% lulusan
SLTA. Guna menghadapi tantangan ke depan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kabupaten Serang terus melakukan upaya untuk meningkatkan skill dan
ketrampilan para pegawai serta upaya peningkatan prestasi kerja dan profesionalsme
khususnya bidang pekerjaan umum dan Penataan Ruang melalui Kkursus-kursus,
diklat-diklat teknis yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan golongan ruang, pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang didominasi golongan Il yaitu 113 orang atau sebesar 51% sedangkan
berdasarkan jenis kelamin, jumlah pegawai laki-laki lebih banyak dibandingkan
pegawai perempuan yaitu 173 orang sedangkan pegawai perempuan 47 orang. Untuk
5 tahun ke depan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang akan mengalami
kekurangan pegawai jika tidak diimbangi dengan penambahan pegawai setiap
tahunnya karena setiap tahun banyak pegawai yang memasuki usia pensiun. Untuk
tahun 2022 pegawai yang pensiun sebanyak 4 pegawai, sedangkan total sampai
dengan tahun 2026 sebanyak 45 pegawai. Harapan ke depan calon pegawai negeri
sipil Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang harus berasal dari latar belakang
pendidikan yang sesuai dengan kualifikasi dan berkualitas agar dapat menunjang

setiap kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
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C. Tujuan dan Manfaat LKIP

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Serang mempunyai tujuan

dan manfaat adalah sebagai berikut :

a. Tujuan

Tujuan disusunnya LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang Kabupaten Serang adalah sebagai perwujudan kewajiban instansi

pemerintah  untuk  mempertanggungjawabkan  keberhasilan/kegagalan

pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-

sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara

periodik.

b. Manfaat

1.
2.
3.

Sebagai peningkatan akuntabilitas instansi,

Sebagai umpan balik peningkatan kinerja instansi,

Sebagai peningkatan perencanaan disegala bidang program, kegiatan
penggunaan sumber daya organisasi instansi,

Sebagai peningkatan kredibilitas instansi yang lebih tinggi dan
peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap instansi,

Sebagai media untuk mengetahui dan menilai keberhasilan dan
kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab instansi,
Sebagai media pendorong dalam penyelenggaraan tujuan umum
pemerintahan dan pembangunan secara baik,

Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat
beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi
masyarakat dan lingkungan.
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D. Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Kabupaten Serang

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Serang merupakan
salah satu perangkat pemerintah daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan
Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang. Pembentukan Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Serang kemudian ditindaklajuti dengan
penerbitan Peraturan Bupati Serang Nomor 107 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok
dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Serang.
Berpijak dari kebijakan daerah tersebut, kedudukan Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Serang adalah merupakan unsur pelaksana otonomi
daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam pelaksanaan
tugasnya Kepala Dinas membawahi 220 orang PNS, 2 orang TKK dan 116 orang
TKS.

1.  Tugas Pokok

Sejalan dengan kedudukannya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Serang merupakan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Serang yang
mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan urusan
pemerintahan daerah dibidang pekerjaan umum dan Penataan Ruang yang meliputi
bidang sumber daya air, irigasi, kebinamargaan, bina teknik, bidang tata ruang serta
menyelenggarakan kesekretariatan dinas berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas

pembantuan.

2. Fungsi
Dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok tersebut maka Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Serang mempunyai fungsi :
» Perencanaan kebijakan teknis penyelenggaraan sebagian tugas urusan
pemerintahan daerah di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;



>
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UINAS PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG KABUPATEN SERANG

Pengaturan penyelenggaraan sebagian tugas urusan pemerintahan daerah di

bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

Pelaksanaan penyelenggaraan sebagian tugas urusan pemerintahan daerah di

bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

Pengawasan penyelenggaraan sebagian tugas urusan pemerintahan daerah di

bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
Pelaksanaan tugas tambahan

Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Bupati No. 107 Tahun 2016 susunan organisasi Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Serang terdiri atas :

1.
2.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Serang;
Sekretariat, membawabhi :

a. Sub Bagian Kepegawaian;

b. Sub Bagian Keuangan;

c. Sub Bagian Umum.

Bidang Bina Marga, membawabhi :

a. Seksi Perencanaan Teknis;

b. Seksi Pembangunan;

c. Seksi Pemeliharaan

Bidang Sumber Daya Air, membawahi :

a. Seksi Perencanaan dan Pembangunan

b. Seksi Operasi dan Pemeliharaan

c. Seksi Pengendalian

Bidang Irigasi, membawahi :

a. Seksi Perencanaan dan Pembangunan

b. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi;

c. Seksi Bina Manfaat.
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Bidang Bina Teknik, membawahi :
a. Seksi Penyusunan Program dan Anggaran
b. Seksi Pengolahan Data, Evaluasi dan Pelaporan

c. Seksi Jasa Konstruksi

Bidang Tata Ruang, membawahi :

a. Seksi Perencanaan tata ruang

b. Seksi Pemanfaatan dan pengawasan
c. Seksi Pertanahan

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemeliharaan Jalan dan SDA, terdiri dari :

a. UPT Kramatwatu (Kecamatan Kramatwatu, Waringin Kurung,
Bojonegara, Pulo Ampel)

b. UPT Anyer (Kecamatan Anyer, Cinangka, Mancak)

c. UPT Ciomas (Kecamatan Ciomas, Pabuaran, Padarincang, Gunung
Sari)

d. UPT Petir (Kecamatan Petir, Baros, Tunjung Teja)

e. UPT Pontang (Kecamatan Pontang, Tirtayasa)

f.  UPT Pamarayan (Kecamatan Pamarayan, Cikeusal, Bandung)
g. UPT Ciruas (Kecamatan Ciruas, Kragilan, Lebak Wangi)

h. UPT Cikande (Kecamatan Cikande, Jawilan, Binuang, Kopo)

UPT Kibin (Kecamatan Kibin, Tanara, Carenang)
j. UPT Peralatan & Perbengkelan

k. UPT Pengukuran dan Pengujian Bahan Konstruksi
I.  UPT Bendung Pamarayan
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9.  Kelompok Jabatan Fungsional.
Selanjutnya struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Serang dapat diilustrasikan dalam skema flowchart pada gambar 1

dibawah ini :

Sumber : Perbup Kabupaten Serang No. 107 Tahun 2016

Gambar 1.1
KEPALA DINAS
SERRETARIAT
'WADI PRIYADIR, 5.7, MM
Pranats Tid { 10
NP 10810622 200801 1 004
KELOMPOK JABATAN
FUNGBIDMAL I I
ANALIS RERRGAN FUSAT O
KASUBAG UMUM DAERAH MUDA KASUBAG KEPEGAWAIAN
SUB KOR KEUANGAN
MUHAINE, 8505, MM UTEP CAHRSA, 3.E, MM RITA FARITA SUPRIHATIN, 8808
Paruita Ticl {10 Prunats Tl { 10 Panat Tl | i
NP 10881110 200881 1 002 P 15T 200701 1 04 NP 1UNOSHDNE0 12008
| | | | |
HARID BMAMARGA KABID SUMBER DAYA AIR HABID TATA RUANG [ARID IRIGASI KAEID BINA TERMIK
ADE IRFANEYAH, BT, MM HALROHNY NO, 5.7, MM M. FURDOM, 8804 HURLAELAH, 8.T.F MM DEVID HERMAWAN, 3.7, MM
Prambera | Min Parbena | Wa Paruta Ticl { 10 Prambna | Vs Panas T | i
NP, U028 200502 1 00 [ AP - FR NP 10T 200801 1 007 NP0 200201 2013 NP, 1R 0002
- -1 — 1 R -
JF TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN MUDA JF TEKNIK PENGAIRAN NUDA JF PENATA RUANG HUDA JF TEKHIK PENGAIRAN HUDA JF PEMBINA JASA KONTRUKSI MUDA
SUB KOR PERENCANARN TEKNIK DAN $UB KOR PERENCANAAN DAN SUB KOR PERENCANARN DAN
e " SUB KOR PERENCANARN TATA RUANG e SUB KOR PROGRAM DAN ANGGARAN
[FAN IRFANBYAH BT MM ARIEF HIDAY AT, 5 Kom CEHARTIFAJAR, BT ADE ROHMA SP, MK YUTUN WAHYUNINGEH, 3T, MM
Punats Tid | 10 Panats Til|hd ) Parula | llke Pamna | Vs Pamtns | V.
NP 1080 201001 1008 NP YRTR00 0 200801 1007 NP 10850808 201901 2001 NP 10881100 200700 1010 WP, 19750424 200801 2 008
| |7 TERNIK JALAN GAN JENBATAN WUDA 7 TERHIK PENGATAN WUOA T PENATA RUANG RUDA TF TEXHIK PERGAIRAN HUDA TF PEWBIVA JASA RONTRURG! UG
SUB KOR PEMBANGUNAN, PENINGKATAN SUB KOR PEMANFAATAN DAN
e SUB KOR PENGENDALUAN e, SUB KOR BINA MANFAAT SUB KOR EVALUAS|DAN PELAPORAN
MULYADL B.E, M.M Dira Radan METTY ARIYANI RIA KUBLMA RZHLET DALAN OUNAWAN, 8.5 MUHAMAD FAUZI, 8. Bes
Pranats Tid { 10 Pranaate Til [ i | Parata | llke Panats Muza Tel | 1L Panas T | i
NP 10T20428 200001 1008 KIP. RBE0815 200701 2 04 PG TORT 201001 2 008 NP 108008615 201404 1 001 IR 197312 200701 1 008
[~ T TERNIK JALAN GAN JENBATAR WUGR | [~ JF TERMK FENGATN WOOA | T PENATA RUANT: WUDA —menmmm—l [~ 7 PERBINA JAGA RGN TRRS] MUDA. |
L P“Jmmmm SUB KOR PEMELIHARAAN SUB KOR PERTANAHAN SUB KOR OPERAS] AN PEELIHARAAN SUB KOR JAZA KONTRUKS|
SIHABUDN, B.E MRS BURLLARIMG NN, 5 S W 51 AHI SETYOWATI, 3.E EVI OKTAMA, BE BYAMBUL BAHRI MANUNGOAL, BE
Prunats | e Pranaate Til [ i | Paruta Ticl { 10 Prunats | e Panaa | N
NP 19720118 200001 1068 KIP. 1T SIIE 200701 2 04 NP TUMOI0N TS 2 002 NP 1076000 200801 2 006 KIP. 19840725 201101 1 801




LKIP DINAS PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG KABUPATEN SERANG

Struktur Organisasi  Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang, UPT Peralatan & Perbengkelan, UPTD Pengukuran dan Pengujian

Bahan Konstruksi dan UPTD Bendung Pamarayan terdiri dari :

1.

2.

Kepala

Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Petugas Operasional
Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 1.2

STRUKTUR ORGANISASI
UPT DINAS PUPR KABUPATEN SERANG

KEPALA

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

KEPALA SUB BAGIAN
TATAUSAHA

PETUGAS
OPERASIONAL

Sumber : Perbup Kabupaten Serang No. 26 Tahun 2009



UINAS PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG KABUPATEN SERANG

Tabel 1.6

Daftar Nama Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang

No. Nama Organisasi Wilayah Kerja

1. | UPT Pekerjaan Umum Cikande Kecamatan Cikande
Kecamatan Jawilan
Kecamatan Binuang
Kecamatan Kopo

2. | UPT Pekerjaan Umum Kibin Kecamatan Kibin
Kecamatan Tanara
Kecamatan Carenang

3. | UPT Pekerjaan Umum Pontang Kecamatan Pontang
Kecamatan Tirtayasa
4. | UPT Pekerjaan Umum Ciruas Kecamatan Ciruas

Kecamatan Kragilan
Kecamatan Lebak Wangi
5. | UPT Pekerjaan Umum Ciomas Kecamatan Ciomas
Kecamatan Pabuaran
Kecamatan Padarincang
Kecamatan Gunung Sari
6. | UPT Pekerjaan Umum Pamarayan Kecamatan Pamarayan
Kecamatan Cikeusal
Kecamatan Bandung

7. | UPT Pekerjaan Umum Petir Kecamatan Petir
Kecamatan Baros
Kecamatan Tunjung Teja
8. | UPT Pekerjaan Umum Anyer Kecamatan Anyer
Kecamatan Cinangka
Kecamatan Mancak

9. | UPT Pekerjaan Umum Kramatwatu Kecamatan Kramatwatu
Kecamatan Waringin kurung
Kecamatan Bojonegara
Kecamatan Pulo Ampel

Sumber : Perbup Kabupaten Serang No. 26 Tahun 2009

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas PUPR Kabupaten
Serang didukung oleh Sumber Daya Aparatur yang terdistribusi menurut bidang,
kesekretariatan dan unit-unit pelaksana teknis dinas. Pada tahun 2022, jumlah
pegawai Dinas PUPR Kabupaten Serang adalah sebanyak 340 orang. Berdasarkan
jumlah pegawai tersebut, 64,71 % atau 220 orang berstatus Aparatur Sipil Negara
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(ASN), 0,59 % atau 2 orang berstatus Tenaga Kerja Kontrak (TKK), 34,7 % atau 118
orang berstatus Tenaga Kerja Sukarela (TKS). Jumlah dan distribusi pegawai Dinas
PUPR Kabupaten Serang menurut status dapat dilihat pada tabel berikut ini ;

Tabel 1.7

Jumlah dan Distribusi Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang
Kabupaten Serang Menurut Status Pegawai Tahun 2022

. Status Pegawai Jumlah
No. Bidang Tugas ASN | TKK | TKS | Pegawai Ket
[ SEKRETARIAT
1.1 Sub Bagian Umum 9 1 24 34
1.2 | Sub Bagian Keuangan 6 - 6 12
1.3 | Sub Bagian Kepegawaian 2 - 3 5
JUMLAH | 17 1 33 51
11 BIDANG BINA MARGA
2.1 | Seksi Perencanaan Teknik 10 - 7 17
2.2 | Seksi Pembangunan 17 - 7 24
2.3 | Seksi Pemeliharaan 11 - 16 27
JUMLAH II 38 0 30 68
i BIDANG PENGELOLAAN SDA
3.1 | Seksi Perencanaan dan Pembangunan 171 } 2 13
3.2 | Seksi Operasi dan Pemeliharan Sungai, Situ,
Rawa dan Pantai 5 - 3 8
3.3 | Seksi Pengendalian 7 1 1 9
JUMLAH IlI 23 1 6 30
v BIDANG IRIGASI
4.1 | Seksi Perencanaan dan Pembangunan 7 - 4 11
4.2 | Seksi Operasi dan Pemeliharaan Irigasi 4 - 2 6
4.3 | Seksi Bina Manfaat 3 - 3 6
JUMLAH IV 14 0 9 23
\Y BIDANG BINA TEKNIK
5.1 | Seksi Penyusunan Program dan Anggaran 3 - 2 5
5.2 | Seksi Pengolahan Data, Evaluasi & Pelaporan 3 - 3
5.3 | Seksi Jasa Konstruksi 3 - 3 6
JUMLAH V 9 0 5 23
VI BIDANG TATA RUANG
6.1 | Seksi perencanaan tata ruang 7 - 3 10
6.2 | Seksi pemanfaatan dan pengawasan 3 - - 3
6.3 | Seksi Pertanahan 6 - 3 9
JUMLAH VI 16 0 6 22
VIl | UPTD
7.1 Kramatwatu 11 - - 11
7.2 | Anyar 4 - 1 5
7.3 | Ciomas 9 - 0 9
7.4 | Petir 8 - 1 9
7.5 | Pontang 10 - 2 12
7.6 | Pamarayan 8 - 3 11
7.7 | Ciruas 11 - 1 12
7.8 | Cikande 7 0 2 9
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7.9 Kibin 6 - 2 8
7.10 | Peralatan 17 - 12 29
7.11 | Laboratorium 6 - 3 9
7.12 | Bendung 6 - - 6
JUMLAH VII 97 0 25 122
TOTAL 220 2 116 338

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian-Desember 2020

Berikut ini diuraikan tentang tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum
dan penataan ruang Kabupaten Serang. Berdasarkan Peraturan Bupati Serang Nomor
20 Tahun 2008 dan Peraturan Bupati Serang Nomor 107 Tahun 2017 tentang Tugas
Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Serang.
Untuk kelancaran pekerjaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
Serang berpedoman pada tugas dan fungsi. Tugas dan fungsi ini digunakan sebagai
landasan kerja masing-masing, agar dalam pelaksanaannya terdapat kejelasan dan
tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan.

Adapun tugas dan fungsi masing-masing bidang pada Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang Kabupaten Serang adalah sebagai berikut :

I Kepala Dinas
Kepala Dinas mempunyai tugas pokok Memimpin, merencanakan, mengatur,
melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan sebagian tugas Pemerintahan Daerah
di bidang Pekerjaan Umum dan penataan Ruang. sehingga berhasil guna dan berdaya
guna, efektif dan efisien dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Dinas mempunyai fungsi :
Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan sebagian tugas Pemerintahan

Daerah di bidang Pekerjaan Umum dan penataan ruang;

a. Pengaturan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang Pekerjaan

Umum dan penataan ruang;

b. Pelaksanaan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang;
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c. Pengawasan Penyelenggaran tugas Pemerintahan Daerah di bidang Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang; dan
d. Pelaksanaan tugas tambahan.

1. Sekretariat Dinas

Sekretaris berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Dinas, yang mempunyai tugas pokok Memimpin, merencanakan, mengatur,
melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan tugas Kesekretariatan Dinas.
sehingga berhasil guna dan berdaya guna, efektif dan efisien dan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana di atas sekretaris mempunyai
fungsi :

a. Perencanaan kebijakan penyelenggaraan operasional tugas Kesekretariatan Dinas;
b. Pengaturan penyelenggaraan tugas Kesekretariatan Dinas;

c. Pelaksanaan penyelenggaraan tugas Kesekretariatan Dinas;

d. Pengawasan penyelenggaraan tugas Kesekretariatan Dinas; dan

e. Pelaksanaan tugas tambahan.

1. Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berkedudukan
di bawah dan bertanggungjawab kepada sekertaris, yang mempunyai tugas pokok
Memimpin,  merencanakan, = mengatur, = melaksanakan ~ dan  mengawasi
penyelenggaraan urusan Administrasi Umum Dinas. sehingga berhasil guna dan
berdaya guna, efektif dan efisien dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana di atas Kepala Sub Bagian

Umum mempunyai fungsi :

a. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan urusan Administrasi Umum Dinas;
b. Pengaturan penyelenggaraan urusan Administrasi Umum Dinas;

c. Pelaksanaan penyelenggaraan urusan Administrasi Umum Dinas;

d. Pengawasan penyelenggaraan urusan Administrasi Umum Dinas; dan

e. Pelaksanaan tugas tambahan.
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2. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada sekertaris, yang mempunyai
tugas pokok Memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi
penyelenggaraan urusan Administrasi Keuangan Dinas sehingga berhasil guna dan
berdaya guna, efektif dan efisien dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana di atas Kepala Sub Bagian
Keuangan mempunyai fungsi :
a. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan urusan Administrasi Keuangan

Dinas;
b. Pengaturan penyelenggaraan urusan Administrasi Keuangan Dinas;
c. Pelaksanaan penyelenggaraan urusan Administrasi Keuangan Dinas;
d. Pengawasan penyelenggaraan urusan Administrasi Keuangan Dinas; dan

e. Pelaksanaan tugas tambahan.

3. Sub Bagian Kepegawaian
Sub Bagian Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada sekertaris, yang mempunyai
tugas pokok Memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi
penyelenggaraan urusan Administrasi Kepegawaian Dinas. Sehingga berhasil guna
dan berdaya guna, efektif dan efisien dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Kepala Sub Bagian Kepegawaian

mempunyai fungsi :

a. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan urusan Administrasi Kepegawaian
Dinas;

b. Pengaturan penyelenggaraan urusan Administrasi Kepegawaian Dinas;

c. Pelaksanaan penyelenggaraan urusan Administrasi Kepegawaian Dinas;

d. Pengawasan penyelenggaraan urusan Administrasi Kepegawaian Dinas; dan
e. Pelaksanaan tugas tambahan.
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I1l.  Bidang Bina Marga

Bidang Bina Marga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, yang
mempunyai tugas pokok Memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan
mengawasi Penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang Bina Marga.
sehingga kegiatan di Bidang Bina Marga berjalan dengan baik, efektif dan efisien dan

sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Kepala Bidang Bina Marga
mempunyai fungsi :
a. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di

bidang Bina Marga;
b. Pengaturan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang Bina Marga;
c. Pelaksanaan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang Bina Marga;

d. Pengawasan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang Bina Marga;

dan

e. Pelaksanaan tugas tambahan.

1. Seksi Perencanaan Teknis

Seksi Perencanaan Teknis dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berkedudukan
di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Bidang Bina Marga, yang
mempunyai tugas pokok Memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan
mengawasi penyelenggaraan urusan Perencanaan Teknis. sehingga berhasil guna dan
berdaya guna, efektif dan efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Kepala Seksi Perencanaan Teknis

mempunyai fungsi :

a. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan urusan Perencanaan Teknis;
b. Pengaturan penyelenggaraan urusan Perencanaan Teknis;

c. Pelaksanaan penyelenggaraan urusan Perencanaan Teknis;

d. Pengawasan penyelenggaraan urusan-Perencanaan Teknis; dan

e. Pelaksanaan tugas tambahan.
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2. Seksi Pembangunan

Seksi Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Bidang Bina Marga, yang mempunyai
tugas pokok Memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi
penyelenggaraan urusan Pembangunan. sehingga berhasil guna dan berdaya guna,
efektif dan efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Kepala Seksi Pembangunan

mempunyai fungsi :

a. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan urusan Pembangunan;
b. Pengaturan penyelenggaraan urusan Pembangunan;

c. Pelaksanaan penyelenggaraan urusan Pembangunan;

d. Pengawasan penyelenggaraan urusan Pembangunan; dan

e. Pelaksanaan tugas tambahan.

3. Seksi Pemeliharaan

Seksi Pemeliharaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Bidang Bina Marga, yang mempunyai
tugas pokok Memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi
penyelenggaraan urusan Pemeliharaan jalan dan jembatan. sehingga berhasil guna dan
berdaya guna, efektif dan efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Kepala Seksi Pemeliharaan

mempunyai fungsi :

a. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan urusan Pemeliharaan;
b. Pengaturan penyelenggaraan urusan Pemeliharaan;

c. Pelaksanaan penyelenggaraan urusan Pemeliharaan;

d. Pengawasan penyelenggaraan urusan Pemeliharaan; dan

e. Pelaksanaan tugas tambahan.
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IV.  Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air

Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air dipimpin oleh seorang kepala bidang
berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, yang
mempunyai tugas pokok Memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan
mengawasi Penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang Pengelolaan
Sumber Daya Air. sehingga kegiatan di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air
berjalan dengan baik, efektif dan efisien dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Kepala Bidang
Pengelolaan Sumber Daya Air mempunyai fungsi :

a. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di

bidang Pengelolaan Sumber Daya Air;

b. Pengaturan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang

Pengelolaan Sumber Daya Air;

c. Pelaksanaan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang

Pengelolaan Sumber Daya Air;

d. Pengawasan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang

Pengelolaan Sumber Daya Air; dan

e. Pelaksanaan tugas tambahan.

1. Seksi Perencanaan dan Pembangunan
Seksi Perencanaan dan Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Bidang Pengelolaan
Sumber Daya Air, yang mempunyai tugas pokok Memimpin, merencanakan,
mengatur, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan urusan Perencanaan dan
Pembangunan. sehingga berhasil guna dan berdaya guna, efektif dan efisien, dan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Kepala Seksi Perencanaan dan

Pembangunan mempunyai fungsi :
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a. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan urusan Perencanaan dan

Pembangunan;
b. Pengaturan penyelenggaraan urusan Perencanaan dan Pembangunan;
c. Pelaksanaan penyelenggaraan urusan Perencanaan dan Pembangunan;
d. Pengawasan penyelenggaraan urusan Perencanaan dan Pembangunan; dan

e. Pelaksanaan tugas tambahan.

2. Seksi Pemeliharaan

Seksi Pemeliharaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air,
yang mempunyai tugas pokok Memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan
dan mengawasi penyelenggaraan urusan pemeliharaan Sumber Daya Air. sehingga
berhasil guna dan berdaya guna, efektif dan efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Kepala Seksi Pemeliharaan

mempunyai fungsi :

a. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan urusan Pemeliharaan Sumber
Daya Air;

Pengaturan penyelenggaraan urusan Pemeliharaan Sumber Daya Air;
Pelaksanaan penyelenggaraan urusan Pemeliharaan Sumber Daya Air;
Pengawasan penyelenggaraan urusan Pemeliharaan Sumber Daya Air;

T o o T

Pelaksanaan tugas tambahan.

3. Seksi Pengendalian

Seksi Pengendalian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air,
yang mempunyai tugas pokok Memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan
dan mengawasi penyelenggaraan urusan Pengendalian Sumber Daya Air. sehingga
berhasil guna dan berdaya guna, efektif dan efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang

berlaku.



UINAS PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG KABUPATEN SERANG

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Kepala Seksi Pengendalian
mempunyai fungsi :
a. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan urusan Pengendalian Sumber

Daya Air;
b. Pengaturan penyelenggaraan urusan Pengendalian Sumber Daya Air;
c. Pelaksanaan penyelenggaraan urusan Pengendalian Sumber Daya Air;
d. Pengawasan penyelenggaraan urusan Pengendalian Sumber Daya Air; dan

e. Pelaksanaan tugas tambahan.

V. Bidang Irigasi

Bidang lIrigasi dipimpin oleh seorang kepala bidang berkedudukan dibawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, yang mempunyai tugas pokok Memimpin,
merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi Penyelenggaraan tugas
Pemerintahan Daerah di bidang Irigasi. sehingga kegiatan di Bidang Irigasi berjalan

dengan baik, efektif dan efisien dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Kepala Bidang Irigasi mempunyai
fungsi :
a. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di
bidang Irigasi;

b. Pengaturan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang Irigasi;
c. Pelaksanaan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang Irigasi;
d. Pengawasan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang Irigasi; dan

e. Pelaksanaan tugas tambahan.

1. Seksi Perencanaan dan Rehabilitasi
Seksi Perencanaan dan Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Bidang Irigasi, yang



UINAS PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG KABUPATEN SERANG

mempunyai tugas pokok Memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan
mengawasi Penyelenggaraan urusan Perencanaan dan rehabilitasi irigasi. sehingga
berhasil guna dan berdaya guna, efektif dan efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang

berlaku.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Kepala Seksi Perencanaan dan
Rehabilitasi Irigasi mempunyai fungsi :
a. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan urusan Perencanaan dan

Rehabilitasi Irigasi;
b. Pengaturan penyelenggaraan urusan Perencanaan dan Rehabilitasi Irigasi;
c. Pelaksanaan penyelenggaraan urusan Perencanaan dan Rehabilitasi Irigasi;
d. Pengawasan penyelenggaraan urusan Perencanaan dan Rehabilitasi Irigasi; dan

e. Pelaksanaan tugas tambahan.

2. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Jaringan irigasi

Seksi Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Bidang Irigasi, yang
mempunyai tugas pokok Memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan
mengawasi Penyelenggaraan urusan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi.
sehingga berhasil guna dan berdaya guna, efektif dan efisien, dan sesuai dengan

ketentuan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Kepala Seksi Operasi dan
Pemeliharaan Sungai, Situ, Rawa dan Pantai mempunyai fungsi :
a. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan urusan Operasi dan Pemeliharaan

Jaringan Irigasi;
b. Pengaturan penyelenggaraan urusan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi;

c. Pelaksanaan penyelenggaraan urusan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
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d. Pengawasan penyelenggaraan urusan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
dan

e. Pelaksanaan tugas tambahan

3. Seksi Bina Manfaat

Seksi Bina Manfaat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada kepala Bidang Irigasi, yang mempunyai tugas pokok
Memimpin,  merencanakan, = mengatur, = melaksanakan dan  mengawasi
Penyelenggaraan urusan Bina Manfaat Irigasi. sehingga berhasil guna dan berdaya

guna, efektif dan efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Kepala Seksi Bina Manfaat
mempunyai fungsi :

a. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan urusan Bina Manfaat Irigasi;
b. Pengaturan penyelenggaraan urusan Bina Manfaat Irigasi;

c. Pelaksanaan penyelenggaraan urusan Bina Manfaat Irigasi;

d. Pengawasan penyelenggaraan urusan Bina Manfaat Irigasi; dan

e. Pelaksanaan tugas tambahan.

VI. Bidang Bina Teknik
Bidang Bina Teknik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, yang mempunyai tugas pokok
Memimpin,  merencanakan, = mengatur, = melaksanakan dan = mengawasi
Penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang Bina Teknik. sehingga

kegiatan di Bidang Bina Teknik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Kepala Bidang Bina
Teknik mempunyai fungsi :
a. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di

bidang Bina Teknik;

b. Pengaturan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang Bina Teknik;
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c. Pelaksanaan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang Bina Teknik;

d. Pengawasan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang Bina Teknik;

dan
e. Pelaksanaan tugas tambahan.

1. Seksi Penyusunan Program dan Anggaran

Seksi Penyusunan Program dan Anggaran dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Bidang Bina Teknik,
yang mempunyai tugas pokok Memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan
dan mengawasi Penyelenggaraan urusan Penyusunan Program dan Anggaran.
sehingga berhasil guna dan berdaya guna, efektif dan efisien, dan sesuai dengan

ketentuan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Kepala Seksi Penyusunan Program
dan Anggaran mempunyai fungsi :
a. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan urusan Penyusunan Program dan

Anggaran;
b. Pengaturan penyelenggaraan urusan Penyusunan Program dan Anggaran;
c. Pelaksanaan penyelenggaraan urusan Penyusunan Program dan Anggaran;
d. Pengawasan penyelenggaraan urusan Penyusunan Program dan Anggaran; dan
e. Pelaksanaan tugas tambahan.

2. Seksi Pengolahan Data, Evaluasi dan Pelaporan

Seksi Pengolahan Data, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Bidang Bina Teknik,
yang mempunyai tugas pokok Memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan
dan mengawasi Penyelenggaraan urusan Evaluasi dan Pelaporan Dinas. sehingga
berhasil guna dan berdaya guna, efektif dan efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang

berlaku.
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Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Kepala Seksi Pengolahan Data,
Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi :
a Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan urusan Evaluasi dan Pelaporan

Dinas;
b. Pengaturan penyelenggaraan urusan Evaluasi dan Pelaporan Dinas;
c. Pelaksanaan penyelenggaraan urusan Evaluasi dan Pelaporan Dinas;
d. Pengawasan penyelenggaraan urusan Evaluasi dan Pelaporan Dinas; dan
e. Pelaksanaan tugas tambahan.

1. Seksi Jasa Konstruksi

Seksi Jasa Konstruksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berkedudukan di bawah
dan bertanggung jawab kepada kepala Bidang Bina Teknik, yang mempunyai tugas
pokok Memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi
Penyelenggaraan urusan Jasa Kontruksi. sehingga berhasil guna dan berdaya guna,

efektif dan efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Kepala Seksi Jasa Konstruksi
mempunyai fungsi :

a. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan urusan Jasa Kontruksi;
b. Pengaturan penyelenggaraan urusan Jasa Kontruksi;

c. Pelaksanaan penyelenggaraan urusan Jasa Kontruksi;

d. Pengawasan penyelenggaraan urusan Jasa Kontruksi; dan

e. Pelaksanaan tugas tambahan.

VIlI. BIDANG TATA RUANG

Bidang Tata Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang berkedudukan di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, yang mempunyai tugas pokok
Memimpin,  merencanakan, = mengatur, = melaksanakan dan = mengawasi
Penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di Bidang Tata Ruang. sehingga
kegiatan di Bidang Tata Ruang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
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Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Kepala Bidang Tata
Ruang mempunyai fungsi :
a. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di

bidang Tata Ruang;

b. Pengaturan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang Tata

Ruang;

2. Pelaksanaan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang Tata

Ruang;

3. Seksi perencanaan Tata Ruang

Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada kepala Bidang Tata Ruang, yang mempunyai tugas pokok Memimpin,
merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi Penyelenggaraan urusan

perencanaan Tata Ruang

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Kepala Seksi perencanaan Tata
Ruang mempunyai fungsi :
a. Perencanaan kebijakan penyelenggaraan urusan perencanaan Tata
Ruang
b. Mengatur penyelenggaraan urusan perencanaan Tata Ruang
c. Pelaksanaan penyelenggaraan urusan perencanaan Tata Ruang
d. Pengawasan penyelenggaraan urusan perencanaan Tata Ruang

e. Pelaksanaan tugas tambahan.

4. seksi pemanfaatan dan pengawasan

Seksi  dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada kepala Bidang Tata Ruang, yang mempunyai tugas pokok
Memimpin,  merencanakan, = mengatur,  melaksanakan dan  mengawasi

Penyelenggaraan urusan pemanfaatan dan pengawasan Tata Ruang.
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Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Kepala Seksi pemanfaatan dan
pengawasan Tata Ruang mempunyai fungsi :

a. Perencanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pemanfaatan dan
pengawasan Tata Ruang

b. Mengatur penyelenggaraan urusan pemanfaatan dan pengawasan Tata
Ruang

c. Pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemanfaatan dan pengawasan
Tata Ruang

d. Pengawasan penyelenggaraan urusan pemanfaatan dan pengawasan
Tata Ruang

e. Pelaksanaan tugas tambahan.

5. Seksi Pertahanan

Seksi  dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada kepala Bidang Tata Ruang, yang mempunyai tugas pokok
Memimpin,  merencanakan, = mengatur, = melaksanakan dan = mengawasi

Penyelenggaraan urusan pertahanan Tata Ruang.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Kepala Seksi pertahanan Tata
Ruang mempunyai fungsi :
a. Perencanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pertahanan Tata
Ruang
b. Mengatur penyelenggaraan urusan pertahanan Tata Ruang
c. Pelaksanaan penyelenggaraan urusan pertahanan Tata Ruang
d. Pengawasan penyelenggaraan urusan pertahanan Tata Ruang

e. Pelaksanaan tugas tambahan.

VIIl. UPT PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Unit Pelaksana Teknis

Dinas, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab
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kepada Kepala Dinas. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang di Bidang Kebinamargaan dan Sumber Daya Air dalam wilayah

kerjanya.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, kepala UPTD

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai fungsi :

a.

Pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan pelaporan kegiatan pembangunan
dalam bidang jalan dan jembatan yang berada di wilayahnya.

Pelaksanaan pengawasan bantuan aspal desa

Pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan pelaporan kegiatan pembangunan
dalam bidang Sumber Daya Air dan Irigasi yang berada di wilayahnya.
Pelaksanaan verifikasi program-program yang diusulkan ke tingkat kecamatan
dan kabupaten

Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan yang meliputi Kepegawaian, perlengkapan
dan keuangan di lingkungan UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Pelaksanaan koordinasi dan pengendalian kegiatan di lingkungan UPTD
Pekerjaan Umum dan penataan ruang

Adapun tugas dan fungsi masing-masing unsur organisasi pada UPTD

Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut :

Kepala
Mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan
seluruh kegiatan organisasi UPTD Pekerjaan Umum.dan Penataan Ruang

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas dan tanggung jawab kepada

Kepala dalam hal :

a. Melaksanakan kegiatan administrasi perkantoran, rumah tangga, pembayaran
gaji dan perjalanan dinas

b. Mengelola kepegawaian
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c. Memelihara, dan melakukan kegiatan administrasi barang daerah yang
menjadi tanggung jawabnya

d. Mengelola keuangan

3. Petugas Operasional

Petugas Operasional mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada

kepala dalam hal :

a. Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pelaporan kegiatan
pembangunan dalam bidang jalan dan jembatan yang berada di wilayahnya

b. Melaksanakan pengawasan bantuan aspal desa

c. Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pelaporan kegiatan
pembangunan dalam bidang sumber daya air dan irigasi yang berada di
wilayahnya

d. Melaksanakan verifikasi program-program yang diusulkan ke tingkat
Kecamatan dan Kabupaten

4. Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas dan tanggung jawab kepada

kepala sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

IX. UPT PERALATAN & PERBENGKELAN

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Serang No. 57 tahun 2008, UPT
Peralatan & perbengkelan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas, dipimpin oleh
seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
UPTD Peralatan mempunyai tugas pokok membantu Dinas dalam hal pengelolaan
dan Pemeliharaan Operasional Peralatan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, kepala UPT
Peralatan & Perbengkelan mempunyai fungsi :
a. Pelaksanaan pengelolaan peralatan, kendaraan dan perlengkapan lainnya

b. Pelaksanaan pelayanan kebutuhan peralatan dan kendaraan kepada pengguna jasa
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Pemeliharaan peralatan, kendaraan, perlengkapan dan prasarana bangunan kerja
Pelaksanaan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun swasta yang
berkaitan dengan pengelolaan dan pemeliharaan peralatan
Pengelolaan kegiatan ketatausahaan

Adapun tugas dan fungsi masing-masing unsur organisasi pada UPT Pekerjaan

Umum adalah sebagai berikut :

1.

Kepala
Mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan

seluruh kegiatan pengelolaan dan pemeliharaan peralatan.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas dan tanggung jawab kepada

Kepala dalam hal :

a. Melaksanakan kegiatan administrasi perkantoran, rumah tangga, pembayaran
gaji dan perjalanan dinas

b. Mengelola kepegawaian

c. Memelihara, dan melakukan kegiatan administrasi barang daerah yang
menjadi tanggung jawabnya

d. Mengelola keuangan

Petugas Operasional

Petugas Operasional mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan,

pelaksanaan dan pengembangan bimbingan teknis di bidang peralatan.

a. Mengurus semua kendaraan dan peralatan termasuk alat kelengkapannya

b. Mengoperasikan kendaraan dan peralatan termasuk alat kelengkapannya
sesuai dengan tingkat kebutuhannya

c. Menyelenggarakan administrasi pergudangan

d. Membuat dan menyampaiakan laporan secara berkala dan atau sewaktu-waktu

yang sifatnya segera kepada kepala
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e. Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada kepala mengenai hal-hal

yang berhubungan dengan kelancaran pengelolaan tugasnya.

Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas dan tanggung jawab kepada

kepala sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

UPT PENGUKURAN DAN PENGUJIAN BAHAN KONSTRUKSI
Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Serang No. 53 tahun 2008 tentang

Pembentukan UPT Pengukuran dan Pengujian Bahan Konstruksi Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang, UPT Pengukuran dan Pengujian Bahan Konstruksi adalah Unit

Pelaksana Teknis, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. UPT Pengukuran dan Pengujian Bahan

Konstruksi mempunyai tugas pokok membantu Dinas dalam hal penelitian dan

pengujian mutu bahan/material di bidang pekerjaan umum dan penataan Ruang

lainnya.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, kepala UPT

Pengukuran dan Pengujian Bahan Konstruksi mempunyai fungsi :

a.

Pelaksanaan administrasi dan teknis oprasional di bidang UPT Pengukuran dan
Pengujian Bahan Konstruksi pekerjaan umum.

Pelaksanaan penelitian mutu bahan/material di bidang pembangunan fisik
kebinamargaan dan konstruksi bangunan lainnya.

Pelaksanaan pengujian mutu bahan/material yang akan dipergunakan dalam
pembangunan fisik di bidang pekerjaan umum dan Penataan Ruang lainnya.
Pengurusan dan pemeliharaan peralatan/perlengkapan laboratorium Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang

Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan yang meliputi kepegawaian, perlengkapan
dan keuangan di lingkungan UPTD Laboratorium Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang.
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f. Pelaksanaan koordinasi dan pengendalian kegiatan dinas di lingkungan UPTD
Laboratorium Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
g. Pelaksanaan kerjasama dengan semua instansi pemerintah maupun swasta
Khususnya yang berhubungan dengan bidang tugas UPTD Laboratorium
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
Adapun tugas dan fungsi masing-masing unsur organisasi pada UPTD

Laboratorium adalah sebagai berikut :

1. Kepala
Mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan
seluruh kegiatan Laboratorium di bidang penelitian dan pengujian mutu bahan
atau material serta pengurusan dan pemeliharaan peralatan Laboratorium
Pekerjaan Umum untuk kepentingan pembangunan fisik pekerjaan umum dan

Penataan Ruang lainnya.

2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas dan tanggung jawab kepada

Kepala dalam hal :

a. Melaksanakan kegiatan administrasi perkantoran, rumah tangga, pembayaran
gaji dan perjalanan dinas

b. Mengelola kepegawaian

c. Memelihara, dan melakukan kegiatan administrasi barang daerah yang
menjadi tanggung jawabnya

d. Mengelola keuangan

3. Petugas Operasional
a. Menyelenggarakan penyusunan, pelaksanaan dan pengembangan bimbingan
teknis di bidang Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang
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b. Petugas Operasional pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri dari :

1. Petugas Operasional Penelitian dan Pengujian, mempunyai tugas dan

tanggung jawab kepada kepala dalam hal :

a.

Menyelenggarakan kegiatan administrasi penelitian dan pengujian di
bidang pekerjaan umum dan Penataan Ruang

Melaksanakan penelitian dan pengujian terhadap mutu bahan/material
untuk kepentingan pembangunan fisik kebinamargaan yang meliputi
pembuatan/pembangunan jalan, jembatan dan fasilitas lain yang ada
hubungannya dengan aspek pekerjaan umum dan Penataan Ruang serta
konstruksi bangunan lainnya

Melaksanakan penelitian dan pengujian di lapangan terhadap mutu
bahan/material yang dipergunakan

Menyampaikan laporan hasil kegiatan penelitian dan pengujian kepada
Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang

2. Petugas Operasional Peralatan, mempunyai tugas dan tanggung jawab

kepada kepala dalam hal :

a.

b.

Menyusun rencana dan analisa kebutuhan peralatan dan perlengkapan
laboratorium pekerjaan umum dan Penataan Ruang

Menyelenggarakan administrasi penerimaan, penyimpanan dan
pengeluaran peralatan atau perlengkapan laboratorium sesuai dengan
kebutuhan

Melaksanakan pengurusan dan pemeliharaan seluruh peralatan atau
perlengkapan laboratorium pekerjaan umum dan Penataan Ruang
Menyiapkan peralatan atau perlengkapan yang dibutuhkan dalam
kegiatan penelitian atau perlengkapan laboratorium pekerjaan umum

dan Penataan Ruang
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e. Menyampaikan laporan kegiatan pengurusan dan pemeliharaan
peralatan atau perlengkapan laboratorium pekerjaan umum dan

Penataan Ruang

4. Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas dan tanggung jawab kepada

kepala sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

XIl. UPTD BENDUNG PAMARAYAN

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Serang No. 54 tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Bendung. UPT Bendung
Pamarayan adalah Unit Pelaksana Teknis, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. UPT Bendung Pamarayan
mempunyai tugas pokok membantu Dinas dalam hal pengamanan dan pemeliharaan
Bendung.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, kepala UPT
Bendung PAmarayan mempunyai fungsi :
a Pelayanan penyediaan air baku dan pendistribusian air;
b.  Pengoperasian, pemeliharaan bendung dan fasilitasnya;

c.  Pengamanan konstruksi bendung

o

Pengawasan, pencegahan dan pengendalian terhadap bencana banjir dan
kekeringan;

e.  Pengelolaan kegiatan ketatausahaan

Adapun tugas dan fungsi masing-masing unsur organisasi pada UPT Bendung

Pamarayan adalah sebagai berikut :

1. Kepala
Mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan

seluruh kegiatan organisasi UPTD Pekerjaan Umum.
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4. Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas dan tanggung jawab kepada

Kepala dalam hal :

a. Melaksanakan kegiatan administrasi perkantoran, rumah tangga, pembayaran
gaji dan perjalanan dinas

b. Mengelola kepegawaian

c. Memelihara, dan melakukan kegiatan administrasi barang daerah yang

menjadi tanggung jawabnya

b. Mengelola keuangan

3. Petugas Operasional

E.

Petugas Operasional mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan,

pelaksanaan dan pengembangan bimbingan teknis di bidang Bendung

a. Menyusun rencana dan analisa kebutuhan peralatan dan perlengkapan
Bendung

b. Melaksanakan pengurusan dan pemeliharaan seluruh peralatan atau
perlengkapan bendung

c. Menyiapkan peralatan atau perlengkapan yang dibutuhkan dalam kegiatan
penelitian atau perlengkapan bendung

d. Menyampaikan laporan kegiatan pengurusan dan pemeliharaan peralatan atau

perlengkapan bending

Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas dan tanggung jawab kepada

kepala sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lingkungan Setrategis Yang Berpengaruh

Perubahan Paling mutahir pada dekade awal abad 21 bagi bangsa kita

sebagaimana bangsa-bangsa yang lain  di dunia adalah peningkatan tuntutan

demokratisasi, desentralisasi dan globalisasi dan dituntut pula untuk melaksanakan
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kepemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih dan
bebas dari korupsi (cleen governmant).

Dari beberapa tuntutan diatas dan dengan berbagai implikasi dan
konsekuensinya harus menjadi acuan dalam penyelenggaraan negara dan
pembangunan bangsa pada masa kini dan masa mendatang.

Selanjutnya dengan demokratisasi adalah tuntutan demokratisasi regional atau
desentralisasi sebagai perwujudan dan hak-hak masyarakat di daerah yaitu untuk
mengatur dan mengelola rumah tangganya, sedangkan desentralisasi adalah pilihan
terbaik dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Dengan desentralisasi penyelenggaraan pemerintah akan semakim efesien dan
demokratis, sebab dengan adanya hak dan kewajiban serta wewenang mengurus
rumah tangga daerah oleh daerah, maka jarak berbagai pelayanan publik dan
keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan publik semakin dekat
dan semakin intern. Terselenggaranya pelayanan prima dan pengelolaan kebijakan
secara konsisten, efesien dan efektif merupakan elemen paling penting dalam
pemerintahan dan merupakan hakekat dasar yang ingin dicapai dalam
penyelenggaraan otonomi daerah.

Penanganan kegiatan dalam bidang kebinamargaan meliputi penanganan
seluruh aset jalan dan jembatan yang terdapat di Kabupaten Serang. Aset jalan ini
meliputi Jalan Kabupaten dan Jalan Desa. Panjang ruas jalan Kabupaten Serang
mengalami penurunan dengan dibentuknya Pemerintah Kota Serang, sehingga aset
jalan Kabupaten yang berada di wilayah Kota Serang saat ini penanganannya menjadi
kewenanangan Pemerintah Kota Serang.

Dalam penanganan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan di
Kabupaten Serang dibagi menjadi beberapa kriteria atau jenis perbaikan permukaan
jalan  yaitu Betonisasi, Lapisan Hotmix, Lapisan Penetrasi (Lapen),
Perkerasan/agregat/kerikil, permukaan jalan batu, dan permukaan jalan tanah.
Dengan adanya kegiatan pembangunan, peningkatan dan pemeliharan jalan ini, secara

keseluruhan kondisi permukaan jalan akan berbanding terbalik dengan kondisi jalan
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sebelumnya, misalnya dengan meningkatnya jalan yang di Beton, akan menurunkan
panjang jalan yang memakai lapis permukaan Hotmix.

Bidang Irigasi dan Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Serang, dalam
kegiatannya difokuskan untuk membangun dan memelihara seluruh saluran irigasi
yang ada di Kabupaten Serang serta memelihara dan mengembangkan sumber-sumber

daya air baik yang berupa rawa, ranca, waduk dan kali.

Tabel 1.8
Data Kondisi Infrastruktur Urusan Pekerjaan Umum
No Uraian Sat. Keadaan Tahun Keterangan
2021 2022
Infrastruktur Jalan dan
I | Jembatan
1. | Jalan Kabupaten
EZinliang Jalan dalam kondisi km | 57655 | 81561
Panjang Jalan dalam kondisi Km 9,00 35,44
sedang
Panjang Jalan dalam kondisi Km 1558 174,46
buruk
Jumlah : Km | 601,13 | 1025,51
Panjang Jalan dalam kondisi Km 11.35 70.06
Hotmix
Panjang Jalan dalam kondisi Km 0 0
Lapen
Panjang Jalan dalam kondisi Km 0 4.7
Tanah
Panjang Jalan dalam
Kondisi Batu/kerikil Km | 566 | 117,13
Panjang Jalan dalam
Kondisi Beton Km | 584,12 | 833,61
Jumlah : Km | 601,13 | 1025,51
3. | Jembatan
Kondisi Baik bh 165 127
Kondisi Sedang bh 0 113
Tidak Layak bh 0 5
Jumlah : bh 165 245
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Keadaan Tahun

No | Uraian Sat. Keterangan
2021 2022
4. | Drainase
Kondisi Baik km 93,65 4,12
Tidak Layak km 6,53 -
Jumlah : 117 4,12
Il | Infrastruktur Irigasi
1 | Jaringan Irigasi
Jaringan Irigasi dalam M 51.789 52.442
kondisi baik
Jaringan Irigasi dalam M 35.296 34.993
kondisi sedang
: PR Belum ada data
Jaringan Irigasi dalam M | 106480 | 106.193 | 30.532 m (proses
kondisi rusak berat update data)
Jumlah : 193.565 | 193.565
Infrastruktur Sumber
111 | Daya Air
SITU/ EMBUNG ( 26
1 | Lokasi)
SITU/ EMBUNG Besar &
Kecil Kondisi Baik BH | B 2
SITU/ EMBUNG Besar &
Kecil Kondisi Rusak BH 56 i
Jumlah : 71 2
4 | Pembuang/ Sungai
Sal. Pembuang/Sungai BH 249 16
Kondisi Baik
Sal. Pembuang/Sungai
Kondisi Rusak Berat BH 85 ]
Jumlah : 334 16
Mata Air BH 57 14
Jumlah : 57 14

Sumber : Bidang Bina Marga, Irigasi dan SDA
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Analisis Lingkungan Internal

a. Kekuatan (Strength)

Kekuatan merupakan segala sesuatu yang terdapat pada Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang;

Kabupaten Serang yang dapat dimanfaatkan atau dikembangkan sebagai

modal atau landasan utama dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya.

Kekuatan yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

Pengakuan eksistensi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
Kabupaten Serang sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

Kejelasan kewenangan (tupoksi) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Serang
untuk membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan dibidang
pekerjaan umum dan Penataan Ruang;

Ketersediaan sumberdaya manusia aparat yang jumlahnya cukup memadai;
Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang bagi pelaksanaan tugas dan
pekerjaan;

Dukungan kinerja kelembagaan yang baik.

b. Kelemahan (Weakness)

Kelemahan merupakan segala sesuatu yang terdapat pada Dinas Pekerjaan

Umum Kabupaten Serang yang keberadaanya merupakan hambatan dan kendala

dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya. Kelemahan yang dapat

diidentifikasi adalah sebagai berikut:

Belum optimalnya seluruh pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
kelembagaan;

Belum memadainya dukungan kualitas sumberdaya manusia aparat yang
mempunyai latar belakang pendidikan, kompetensi dan pengalaman di

bidang pekerjaan umum dan Penataan Ruang;
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Belum memadainya ketersediaan (kecukupan) dan daya dukung sarana dan
prasarana Kkerja;

Kurang terpadunya pelaksanaan pembangunan di bidang pekerjaan umum
dan Penataan Ruang;

baik dalam lingkup vertikal maupun horizontal,

Terbatasnya dukungan ketersediaan data dan informasi secara lengkap,
akurat dan up to date;

Masih kurangnya pengawasan dan pengendalian pembangunan di bidang
pekerjaan umum dan Penataan Ruang;

Belum optimalnya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan di bidang

pekerjaan umum dan Penataan Ruang;

Analisis Lingkungan Eksternal

a. Peluang (Opportunities)

Peluang merupakan kondisi eksternal yang mendukung dan dapat
dimanfaatkan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

Kabupaten Serang. Peluang yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:
Tugas pokok dan fungsi kelembagaan yang strategis sebagai salah satu pilar
utama pembangunan daerah;

Semakin berkembang dan majunya ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK)
di bidang pekerjaan umum dan Penataan Ruang;

Dukungan ketersediaan peraturan perundang-undangan baik ditingkat pusat
maupun daerah sebagai pegangan dan acuan dalam rangka pembangunan di
bidang pekerjaan umum dan Penataan Ruang;

Semakin terbukanya kesempatan dan peluang kerjasama dengan berbagai
pihak;

Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk turut serta berpartisipasi
secara aktif dalam pembangunan.
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b. Ancaman (Threats)

e Ancaman merupakan kondisi eksternal yang dapat mengganggu dan
menghambat penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang;

Kabupaten Serang. Ancaman yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

e Belum meratanya pembangunan urusan pekerjaan umum dan Penataan
Ruang;

o Kerusakan dan penurunan daya dukung lingkungan akibat adanya
pembangunan yang tidak memperhatikan kaidah pembangunan berkelanjutan
(sustainable development);

e Gejala bencana alam seperti gempa, longsor, banjir, dan tsunami yang dapat
terjadi sewaktu-waktu dan tidak bisa diperkirakan kejadiannya;

Semakin tingginya tingkat persaingan antar daerah dalam upaya membangun

daerahnya.
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BAB Il

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN SERANG

Dalam rangka mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan dan pelayanan masyarakat di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Serang sebagai unsur pembantu Bupati Sekretariat
Daerah telah menetapkan Visi, Misi Tujuan dan Sasaran serta pencapaian tujuan

dan sasaran.

A. Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Serang

Al Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir
periode perencanaan (Pasal 1 ayat (12) UU No. 25 Tahun 2004). Visi harus
menggambarkan bagaimana wujud akhir yang diinginkan oleh suatu daerah/organisasi
pada akhir periode perencanaan. Visi memegang peranan penting dalam menentukan
ke mana arah yang akan dituju oleh suatu daerah/organisasi pada masa mendatang.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Serang terbentuk atas
dasar Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2008 tentang
Pembentukkan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang dan Peraturan Bupati
Serang Nomor 107 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Serang. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kabupaten Serang merupakan salah satu satuan kerja perangkat daerah
Kabupaten Serang yang memiliki otoritas pada urusan : Pekerjaan Umum

Peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Serang

diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi daerah Kabupaten Serang pada
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urusan : Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang seiring dengan upaya tersebut dan
berpijak pada kedudukan, tugas pokok dan fungsinya serta isu strategis yang dihadapi
dalam urusan : Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam kurun waktu tahun 2021-
2026.

Visi pembangunan Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 adalah sebagai

berikut :
’ o
(D

“Terwujudnya Kabupaten Serang Yang Semakin Maju,
Sejahtera, Berkeadilan Dan Agamis”

N\
Sedangkan misi pembangunan Kabupaten Serang Tahun 2021 — 2026 adalah
sebagai berikut :

1. Meningkatkan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh
Pendidikan dan layanan pendidikan yang bermutu disetiap jalur dan
jenjang pendidikan serta melestarikan dan mengembangkan tradisi budaya
sebagai kearifan local yang tumbuh dan hidup ditengah masyarakat.

2. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau
yang didukung oleh tenaga kesehatan yang profesional.

3. Meningkatkan pembangunan sarana prasarana wilayah, Penataan Ruang
Dan Permukiman yang memadai dan berkualitas.

4. Meningkatkan kemandirian dan daya saing ekonomi masyarakat, untuk
optimalisasi penyerapan tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan.

5. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Serta Pelayanan
Publik Yang Prima Didukung Kapasitas Birokrasi Yang Berintegritas,
Kompeten Dan Profesional.
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6. Memantapkan Fungsi Dan Peran Agama Sebagai Landasan Moral Dan

Spiritual Dalam Kehidupan Individu, Bermasyarakat Dan Bernegara.

Menelaah visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih
ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama
kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang tersebut dan untuk
mengidentifikasi factor — factor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Serang yang dapat mempengaruhi
pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Serang tersebut.

Hal identifikasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Serang
tentang factor — factor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Kabupaten Serang yang dapat mempengaruhi pencapaian visi
dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ini juga akan menjadi input
bagi perumusan isu — isu strategis pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kabupaten Serang. Dengan demikian, isu — isu yang dirumuskan tidak saja
berdasarkan tinjauan terhdap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan
kebutuhan pengelolaan factor — factor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi
dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Serang mempunyai
tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang berdasarkan asas otonomi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Berdasarkan hasil telaahan misi, terdapat 2 (dua) rumusan misi daerah Kabupaten
Serang Tahun 2021 — 2026 yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi serta perlu
mendapat dukungan dan diimplementasikan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Kabupaten Serang meliputi :

1. | Misi 3 : | Meningkatkan pembangunan sarana prasarana wilayah,
Penataan Ruang Dan Permukiman yang memadai dan

berkualitas.
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2. | Misi 5 Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Serta
Pelayanan Publik Yang Prima Didukung Kapasitas
Birokrasi Yang Berintegritas, Kompeten Dan

Profesional.jawab, dan melayani didukung dengan aparatur

birokrasi yang berintegritas dan profesional

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD beserta indikator

kinerjanya disajikan dalam Tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

Kondisi
Awal
(2021)

Target
Akhir
RPIJMD

INDIKATOR SATU Target Pencapaian (Tahun 2021-2026)

KINERJA AN

NO. SASARAN

2022 ‘ 2023 ‘ 2024 ‘ 2025 ‘ 2026

2

3

5

6

7

Meningkatnya
kualitas ~ dan
kuantitas

infrastruktur
kawasan  dan
daerah  serta
aksesibilitas

antar wilayah

Indikator  Kinerja
Sistem

(IKSI)

Irigasi

%

10 20 25

40

100

100

Persentase drainase
Kota dengan kondisi
baik

%

51,85

52,50 | 55,556

58,08

60,96

63,89

63,89

Cakupan
ketersediaan air
baku di Kab. Serang

%

100

100 100 100

100

100

100

Proporsi Panjang

jaringan jalan
Kabupaten  dalam

kondisi baik

%

96

62,50 | 64,90

67,30

69,70

72,10

72,10

Tingkat Pembinaan
Badan Usaha
Konstruksi

%

35

41,66 | 4833 55

61,66

68,33

68,33

Tingkat
pemanfaatan
informasi tata ruang
Dalam

pembangunan

%

100

100 100 100

100

100

100
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A.4. Strategi dan Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Serang

A.4.1 Strategi

Strategi pada dasarnya lebih bersifat grand design (agenda), sebagai suatu
cara atau pola yang dirancang untuk merespon isu strategis yang dihadapi dan/atau
untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran instansi.

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan maka diperlukan strategi
sebagai suatu landasan tindak lanjut untuk merespon isu strategis serta prospek
pembangunan 2021-2026. Strategi sebagai suatu cara atau pola untuk mewujudkan

tujuan atas misi yang ditetapkan.

Isu — isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau
dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang
signifikan bagi Perangkat Daerah di masa yang akan datang. Suatu kondisi /
kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak
diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya.
Dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk
meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Suatu isu strategis bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan
pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan
peluang dan ancaman bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di

masa lima tahun mendatang.

Berpijak pada kondisi dan permasalahan serta tantangan pembangunan,
isu strategis yang menjadi agenda dan prioritas pembangunan Kabupaten
Serang dalam RPJMD tahun 2021 — 2026 adalah.
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1. Penguatan Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan
Berkeadilan.

2. Peningkatan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.

3. Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan
pelayanan dasar.

4. Pembangunan Lingkungan Hidup, untuk Peningkatan Ketahanan
Bencana, dan Perubahan lklimTata kelola pemernitahan dan pelayanan

publik serta kualitas ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Isu — isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi ini adalah sebagai berikut :
1. Kondisi jalan di wilayah Kabupaten Serang masih banyak yang rusak
berat.
2. Belum memadainya jalan akses menuju kawasan PUSPEMKAB.
3. Rehabilitasi, operasi pemeliharaan berkelanjutan guna mendukung
ketahanan pangan belum optimal.

4. Revitalisasi sumber daya air di Kabupaten Serang belum optimal.

Strategi mengatasi isu tersebut adalah sebagai berikut :
1. Pada Renstra 2021 — 2026 Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
akan memantapkan penyediaan infrastruktur konektivitas antar wilayah

guna menunjang produktivitas antar wilayah.

A.4.2 Kebijakan
Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan
oleh suatu organisasi untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam
pengembangan ataupun pelaksanaan program/indikasi kegiatan guna tercapainya
kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan strategi, sasaran, tujuan, misi dan visi.
Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Serang
tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:
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1. Pembangunan dan pemeliharaan serta peningkatan daya dukungdan kualitas
Jalan dan Jembatan yang menghubungkan Kawasan strategis, sentra produksi
dan pemasaran

2. Pembangunan dan pemeliharaan fasilitas serta sarana irigasi, pengairan dan
sarana produksi lainnya di wilayah wilayah sentra produksi pertanian

3. Pengembangan dan pemeliharaan sumber daya air baku dan air bersih untuk

mendukung kebutuhan masyarakat

Penguatan sistem sanitasi lingkungan wilayah

Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman

Penataan kawasan guna mendukung harmonisasi dan keberlanjutan wilayah

A

Pengembangan peta digital ruang wilayah dalam mendukung kebijakan SATU
DATA
8. Penyusunan rencana, menyediakan lahan serta membangun prasarana dan

sarana Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang

B. Faktor Penentu Keberhasilan

Faktor penentu keberhasilan merupakan hal-hal yang perlu mendapat
prioritas atau perhatian agar pencapaian visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Kabupaten Serang dapat dilakukan secara efesien dan
efektif, dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut maka perumusan tujuan
dan sasaran akan lebih terarah menuju tercapainya visi dan misi. Adapun
faktor yang menentukan keberhasilan di dalam usaha pencapaian visi dan misi
adalah sebagai berikut :
1. Adanya struktur organisasi dan tata kerja yang jelas ;
2. Adanya etos kerja dan motivasi yang tinggi para aparatur ;
3. Tersedianya anggaran belanja aparatur dan belanja publik ;
4. Adanya komitmen pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang

baik, bersih dan bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme.
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C. CaraPencapaian Tujuan dan Sasaran
Guna mewujudkan tujuan dan sasaran dari rencana yang ditetapkan

oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten serang melaui
kebijakan yang ditetapkan yaitu aspek penyelenggaraan pemerintah adalah
terselenggarnya pemerintahan yang baik, transparan, demokratis dan dapat
dipertanggungjawabkan yang mendapat legitimasi dari masyarakat yang
tercermin dari meningkatnya peran dan partisipasi masyarakat dalam
pembangunan. Kebijakan ini akan tercapai sesuai dengan tujuan dan sasaran
apabila terlaksananya program-program sebagai berikut :

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Pengembangan Jasa Konstruksi

Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase

Program Penyelenggaraan Jalan

Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Program Penatagunaan Tanah

N o g b~ w e

Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

D. Indikator Kinerja Utama ( IKU )
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama

SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA SUMBER DATA
Indikator Kinerja Sistem Irigasi (IKSI) BIDANG IRIGASI
Meningkatnya kualitas
dan kuantitas
infrastruktur kawasan Persentase drainase Kota dengan kondisi BIDANG BINA
dan daerah serta baik MARGA
aksesibilitas antar
wilayah Cakupan ketersediaan air baku di Kab.

Serang BIDANG SDA
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Proporsi Panjang jaringan jalan BIDANG BINA
Kabupaten dalam kondisi baik MARGA
Tingkat Pembinaan Badan Usaha BIDANG BINA
Konstruksi TEKNIK
Tingkat pemanfaatan informasi tata ruang BIDANG TATA
Dalam pembangunan RUANG
E. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahunan
SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET
STRATEGIS
1 2 3
Indikator Kinerja Sistem Irigasi
(IKSI) 10
Persentase drainase Kota dengan
kualitas dan Cakupan ketersediaan air baku di
Kuantitas Kab. Serang 100
infrastruktur _ _ - _
kawasan dan daerah Proporsi Panjang jaringan jalan
- Kabupaten dalam kondisi baik 62,5
serta aksesibilitas
antar wilayah Tingkat Pembinaan Badan Usaha
Konstruksi 41,66
Tingkat pemanfaatan informasi
tata ruang Dalam pembangunan 100
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F. Perjanjian Kinerja

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja

NO. | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | SATU TARGET TRIWULAN TARGET
ANCT1 T2 [ 3 | 4 | TAHUNAN
1 2 3 4 5 6
Indikator Kinerja Sistem
Irigasi (IKSI) ” 10 10
Meningkatn | Persentase drainase Kota "
ya kualitas | dengan kondisi baik 52,5 52,5
dan Cakupan ketersediaan air
kuantitas baku di Kab. Serang ” 100 100
infrastruktur | Proporsi Panjang
kawasan dan | jaringan jalan Kabupaten % 62,50 62,50
daerah serta | dalam kondisi baik
aksesibilitas | Tingkat Pembinaan
antar Badan Usaha Konstruksi K 41,66 41,66
wilayah Tingkat ~ pemanfaatan
informasi  tata ruang % 100 100
Dalam pembangunan
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BAB lli

AKUNTABILITAS KINERJA

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN SERANG

A. Kerangka Pengukuran Kinerja
1. Cara Pengukuran Capaian Kinerja
Realisasi
% Pencapaian Kinerja = ---------------- x 100 %
Rencana

2. Skala Pengukuran dan Predikatnya

- Capaian Kinerja > 95 s/d 100 % = Sangat Berhasil
- Capaian Kinerja > 80 s/d 95 % = Berhasil

- Capaian Kinerja > 50 s/d 80 % = Cukup Berhasil
- Capaian Kinerja <50 % = Tidak Berhasil

Capaian di atas 100% masuk pada angka 100%

Capaian di Bawah 0% masuk pada angka 0%

B. Capaian Pengukuran Kinerja / Kinerja Sasaran Strategis

Tabel 3.1
satu | TAR | REAL | CAPKIN
NO. | SASARAN | INDIKATOR KINERJA PREDIKAT
AN GET | ISASI (%)
1 2 3 4 5 6 7 8
Meningkatnya | Indikator ~ Kinerja
kualitas ~ dan % 10 19,84 100 Sangat Berhasil

Sistem Irigasi (IKSI)

kuantitas

infrastruktur Persentase drainase
kawasan  dan

deerah  serta | KOt dengan kondisi | o, | 55 | 525 100 Sangat berhasil

aksesibilitas baik

antar wilayah
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Cakupan
ketersediaan air baku
di Kab. Serang

%

100

100

100

Sangat berhasil

Proporsi Panjang
jaringan jalan
Kabupaten  dalam
kondisi baik

%

62,5

79,59

100

Sangat berhasil

Tingkat Pembinaan
Badan Usaha

Konstruksi

%

41,66

41,66

100

Sangat Berhasil

Tingkat pemanfaatan
informasi tata ruang

Dalam pembangunan

%

100

90,7

90,7

Berhasil

Kinerja

Total Rata —Rata Capaian

100

Sangat
Berhasil

o o
—

D1

Gambar 3.1 Grafik perbandingan target dan Capaian IKU 2022

I 52,5
I 525

I 100
I 100

I 62,5
I 62,5

Keterangan Gambar 3.1
D1 = Indikator Kinerja Sistem Irigasi (IKSI)

I 41,66

I 41,66

I 100
I 100

M target

M realisasi
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D2 = Persentase drainase Kota dengan kondisi baik

D3 = Cakupan ketersediaan air baku di Kab. Serang

D4 = Proporsi Panjang jaringan jalan Kabupaten dalam kondisi baik
D5 = Tingkat Pembinaan Badan Usaha Konstruksi

D6 = Tingkat pemanfaatan informasi tata ruang Dalam pembangunan



ur

C. Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Tabel 3.2
. CAPAIAN
NO URUSAN NO. Indikator Sasaran RUMUS/PERHITUNGAN KINERJA KETETERANGAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
IKSI Gabungan
1 Pekerjaan x 100 %
Umum Total Irigasi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Serang Bidang Irigasi
1 Indikator kinerja system irigasi (I1KSI) 19,84%
52 Daerah Irigasi Kondisi Baik X 100 %
262
Panjang drainase Desa dalam kondisi baik
x 100 %
) Perse.n.tasg drainase Kota dengan Total panjang drainase Desa 52,5 % Bidang Sumber Daya Air
kondisi baik

171

_— [

326 x 100 %

Jumlah air baku di kab serang
x 100 %
Cakupan Ketersediaan Air Baku di Kab Air Baku Ideal
3 Serang 100 % Bidang Sumber Daya Air
2.893 I/det 0
2893 I/det X 100%




Proporsi Panjang jaringan jalan
Kabupaten dalam kondisi baik

Panjang jalan Kabupaten kondisi baik
x 100 %

Jumlah panjang jalan Kabupaten

815,61 km

0,
102551km X 100%

79,53 %

Bidang Bina Marga

Tingkat pemantaatan informasi tata
ruang dalam pembangunan

Jumlah persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang
(PKKPR) yang disetujui
x 100

Jumlah PKKPR yang diajukan

a x 100 %

90,7 %

Bidang Tata Ruang

Tingkat pembinaan badan usaha
kontruksi

Jumlah badan usaha kontruksi yang dibina

x 100 %
jumlah badan usaha kontruksi sekabupaten

2NN x 100 %

41,66

Bidang Bina Teknik
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Analisis capaian kinerja terhadap sasaran :

1. Meningkatnya Proporsi Panjang jaringan jalan Kabupaten dalam kondisi baik.

Diperoleh pencapaian 100% dengan predikat sangat berhasil dan hasil

perhitungan sebagai berikut :

Tahun 2022 (%)
NO Indikator Realisasi Target Realisasi Capaian
Sasaran Tahun
2021
1. Proporsi Panjang
jaringan  jalan 0 62.5 79,53 100%
Kabupaten (IKU Baru)
dalam  kondisi
baik

Gambar 3.2 Rekonstruksi Jalan Tambiluk - Malanggah (DAU)
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2. Meningkatnya Persentase drainase Kota dengan kondisi baik. Diperoleh
pencapaian 100% dengan predikat sangat berhasil dari hasil perhitungan

sebagai berikut :

Tahun 2022 (%)
_ Realisasi | Target | Realis | Capaian
NO Indikator Sasaran )
Tahun asi
2021
1. | Persentase drainase Kota dengan 0 52,5 52,5 100
kondisi baik (IKU Baru)

Gambar 3.3 Penyediaan sarana sistem drainase desa binong
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3. Terbangunnya Cakupan ketersediaan air baku di Kab. Serang. Diperoleh
pencapaian 100% dengan predikat sangat berhasil dari hasil perhitungan

sebagai berikut :

Realisasi Tahun 2022 (%)
NO Indikator Sasaran Tahun Target | Realisasi | Capaian
2021
1. | Cakupan ketersediaan air baku di 0 100 100 100
(IKU Baru)

Kab. Serang

Gambar 3.4 PEMBANGUNAN EMBUNG DESA DAMPING

4. Tercapainya Target Indikator Kinerja Sistem lIrigasi (IKSI). Diperoleh pencapaian

100% dengan predikat sangat berhasil dari hasil perhitungan sebagai berikut :
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Realisasi Tahun 2022 (%)
NO Indikator Sasaran Tahun | Target | Realisasi | Capaian
2021
1. | Indikator Kinerja Sistem Irigasi 10 19,84 100
(|KS|) (IKU Baru)

|-

Gambar 3.5 REHABILITASI DAERAH IRIGASI KAMASAN KEC. CINANGKA

5. Terselenggarannya Pembinaan Badan Usaha Konstruksi diperoleh pencapaian

100% dengan predikat sangat hasil perhitungan sebagai berikut :

) Realisasi Tahun 2022 (%)
NO Indikator Sasaran _ i
Tahun 2021 Target Realisasi | Capaian
1. | Tingkat Pembinaan
Badan Usaha 0 41,66 41,66 100
Konstruksi (KU Bar)
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6. Persentase Tingkat Pemanfaatan Informasi Tata Ruang dalam Pembangunan

diperoleh pencapaian

sebagai berikut :

100% dengan predikat sangat berhasil perhitungan

Tahun 2022 (%)

NO Indikator Sasaran Realisasi Target | Realisasi | Capaian
Tahun 2021
1. | Tingkat pemanfaatan informasi 0
100 90,7 90,7
tata ruang Dalam pembangunan (IKU Baru)

PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
PROPINSI BANTEN

g

RENCANA TATARUANG WILAYAH

KABUPATEN SERANG TAHUN 2011 -2031

PETA RENCANA POLA RUANG
KABUPATEN SERANG

Gambar 3.6 Peta Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Serang
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Analisis Capaian Kinerja terhadap sasaran :
Perbandingan tahun 2022 dengan tahun 2021
1. Meningkatnya Proporsi Panjang jaringan jalan Kabupaten dalam kondisi baik.

Diperoleh pencapaian 100% dengan predikat sangat berhasil dan hasil

perhitungan sebagai berikut :

NO

Indikator Sasaran

Realisasi (%)

Tahun 2022(%)

2021

Target

Realisasi

Capaian

Proporsi Panjang jaringan jalan

Kabupaten dalam kondisi baik

0
(IKU Baru)

62,5

62,5

100

Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan kabupaten yang didanai

oleh DAU, dan DAK menjadikan jalan Kabupaten kondisinya menjadi Baik.

2. Meningkatnya Persentase drainase Kota dengan kondisi baik. Diperoleh
pencapaian 100 % dengan predikat sangat berhasil dari hasil perhitungan sebagai

berikut :
) Realisasi (%) Tahun 2022 (%)
NO Indikator Sasaran _ :
2021 Target | Realisasi | Capaian
1. | Persentase drainase Kota
dengan kondisi baik 0 52,5 525 | 100
(IKU Baru)

Dengan adanya Pembangunan,

Peningkatan dan Pemeliharaan

Drainase kabupaten menjadikan air hujan dapat mengalir pada saluran yang ada.

Saluran dan bahu jalan menjadi bersih.

3. Terbangunnya Cakupan ketersediaan air baku di Kab. Serang. Diperoleh

pencapaian 100% dengan predikat sangat berhasil dari hasil perhitungan sebagai

berikut :
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_ Realisasi (%) Tahun 2022 (%)
NO Indikator Sasaran S i
2021 Target Realisasi | Capaian
1. | Terbangunnya Cakupan
0
ketersediaan air baku di 100 100 100
(IKU Baru)
Kab. Serang

Dengan Terbangunnya Cakupan ketersediaan air baku di Kab. Serang.
Menjadikan ketersediaan air baku di Kabupaten Serang dapat dimanfaatkan

sebagaimana mestinya.

4. Tercapainya Target Indikator Kinerja Sistem Irigasi (IKSI). Diperoleh
pencapaian 100 % dengan predikat sangat berhasil dari hasil perhitungan sebagai
berikut :

) Realisasi (%) Tahun 2022 (%)
NO Indikator Sasaran _ :
2021 Target | Realisasi | Capaian
1. | Indikator Kinerja Sistem 0
_— 10 19,84 100
Irigasi (IKSI) (IKU Baru)

Dengan Tercapainya Target Indikator Kinerja Sistem Irigasi (IKSI) di
Kabupaten Serang yang didanai oleh APBD Kabupaten dan DAK menjadikan
saluran irigasi di Kabupaten Serang dapat berfungsi dengan baik sebagaimana

mestinya.

5. Terselenggarannya Pembinaan Badan Usaha Konstruksi. Diperoleh pencapaian

100% dengan predikat sangat berhasil dari hasil perhitungan sebagai berikut :
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NO

Indikator Sasaran

Realisasi (%)

Tahun 2022 (%)

2021 Target | Realisasi | Capaian
1. | Tingkat Pembinaan Badan 0
Usaha Konstruksi (IKU Baru) 41,66 | 41,66 100

Dengan Terselenggarannya Pembinaan Badan Usaha Konstruksi yang

didanai dari APBD Kabupaten dapat meningkatkan kualitas kerja yang lebih

baik dan memenubhi standar kualitas kerja.

6. Persentase Tingkat Pemanfaatan Informasi Tata Ruang dalam Pembangunan.

Diperoleh  pencapaian 100% dengan predikat Sangat berhasil dari hasil

perhitungan sebagai berikut :

Realisasi (%)

Tahun 2022 (%)

NO Indikator Sasaran
2021 Target | Realisasi | Capaian
1. | Tingkat pemanfaatan informasi 0
100 90,7 90,7
tata ruang Dalam pembangunan (IKU Baru)

Dengan adanya Pemanfaatan Informasi Tata Ruang dalam Pembangunan

di Kabupaten Serang yang didanai oleh APBD Kabupaten, menjadikan saluran

informasi pembangunan di wilayah Pemerintahan Kabupaten Serang dapat

berfungsi sebagaimana mestinya.

Faktor — faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran :

1.
2.
3.

Pelaksanaan pekerjaan yang sesuai peraturan

Mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada

Adanya sosialisasi kepada masyarakat sebelum dan sesudah pelaksanaan

pekerjaan.

Adanya koordinasi dengan instansi — instansi yang terkait dengan pembangunan
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5. Komitmen pimpinan dalam meningkatkan kenyamanan dan keamanan dalam

pemberian pelayanan maksimal kepada masyarakat.

» Hambatan / permasalahan :

> Solusi

Kurang memadainya kemampuan kontraktor dalam segi teknis
operasional dan pendanaan vyang mengakibatkan terjadinya

keterlambatan dalam pekerjaan akses jalan PUSPEMKAB

Kemampuan SDM yang dimiliki kontraktor kurang mumpuni dalam

pelaksanaan pekerjaan

Peralatan yang digunakan oleh kontraktor kurang memadai yang
mengakibatkan hasil pekerjaan yang kurang sesuai ketika di aplikasikan

dilapangan

Adanya ketentuan penerbitan persetujuan kesesuaian kegiatan
pemanfaatan ruang (PKKPR) yang berada di luar kewenangan Dinas
PUPR Kab. Serang (pemerintah kabupaten serang) yang mengakibatkan
pelaku usaha merubah pengajuan proses pkkpr tersebut kepada

pemerintah pusat (pkkpr kewenangan pusat)

Mengadakan pelatihan untuk para tenaga teknis operasional

kontraktor

Meningkatkan standar kerja tenaga ahli yang digunakan dalam
pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang dibuktikan dengan sertifikat

tenaga ahli konstruksi
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Menerapkan standar kualitas pada peralatan yang digunakan dalam

pekerjaan konstruksi

Melakukan sosialisasi terhadap proses dan prosedur penerbitan
persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (PKKPR) dan
Melakukan koordinasi dalam pengecheckan persyaratan dan

administrasi permohonan PKKPR dengan OPD terkait (DPMPTSP, BPN,

dan DLH)

D. Realisasi Anggaran

Rincian anggaran dan realisasi anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataanruang Kabupaten Serang tahun 2022 adalah sebagai berikut :

D 1. Rincian Anggaran dan Realisasi Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanRuang

Kabupaten Serang Tahun 2022

Uraian Rencana (Rp) Realisasi (Rp) %
PENDAPATAN :
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 131.050.000,00 85.525.000,00 | 65,26

Jumlah 131.050.000,00 85.525.000,00 | 65,26

BELANJA TIDAK LANGSUNG :
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 8.529.290.105,00 8.517.139.141,00 | 99,86
Tunjangan Keluarga 891.862.569,00 890.790.881,00 | 99,88
Tunjangan Jabatan 404.925.000,00 400.775.000,00 | 98,98
Tunjangan Fungsional 379.530.000,00 374.255.000,00 | 98,61
Tunjangan Beras 584.863.920,00 582.836.160,00 | 99,65
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 1.571.806,00 1.369.288,00 | 87,12
Pembulatan Gaji 129.965,00 127.800,00 | 98,33
luran Asuransi Kesehatan (BPJS) 622.760.521,00 620.237.701,00 | 99,59
(TJL:(r‘lJ(a)”ga” Jaminan Kecelakaan Kerja 17.471.559,00 17.422.081,00 | 99,72
Tunjangan Jaminan Kematian (JKM) 52.414.412,00 52.265.959,00 | 99,72
Ig‘:;ﬂbaha” Penghasilan berdasarkan beban | 11 457 76 143,00 | 11.282.570.828,00 | 98,73
Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi 0 0 0
kerja
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Insentif Pemungutan Retribusi Daerah —
Pemakaian Kekayaan Daerah SEIANLYNY s g
22.918.900.000,00 | 22.739.789.839,00 | 99,22
BELANJA LANGSUNG :
Belanja Pegawai 23.490.230.000,00 | 23.239.009.839,00 | 98,93
Belanja Barang Jasa 76.894.321.272,00 | 72.971.538.485,00 | 94,90
Belanja Bantuan Sosial 1.508.222.172,00
Belanja Modal 191.421.134.008,00 | 175.969.985.810,00 | 91,93
Jumlah | 293.313.907.452,00 | 272.180.534.134,00 | 92,79
D2. Realisasi Capaian Keuangan Tahun 2022 per kegiatan
p d ] o Capaian
NO | Frogram dan Sub. Kegiatan Anggaran Realisasi Keu
Kegitan (%)
1. Program Penyediaan jasa 545.500.000 497.460.101 91,19
Penunjang Urusan —
P d komunikasi,
emerintahan
Daerah sumberdaya air dan
Kabupaten/Kota I
. listrik
- Penunjang
Urusan Penyediaan Jasa Surat 111.240.000 104.850.000 94.26
Pemerintahan Menyurat '
Daerah .
Kabupaten / Penyediaan Jasa 646.836.580 612.805.708 | 9474
Kota Pelayanan Umum '
Kantor
- Administrasi . Penyediaan Gaji dan 22.918.900.000 22.739.789.839 99,22
Keuangan Tunjangan ASN
Perangkat Koordinasi dan 199.830.000 182.790.000 | 91,47
Daerah
Pelaksanaan
Akuntansi SKPD
- Administrasi Pengamanan Barang 187.200.000 183.300.000 97,92
Barang Milik Milik Daerah SKPD
Daerah pada
Perangkat
Daerah
- ADMINISTRASI Sosialisasi Peraturan 10.000.000 9.992.000 99,92
KEPEGAWAIAN Perundang-Undangan
PERANGKAT
DAERAH
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- Administrasi
Umum
Perangkat
Daerah

- Pemeliharaan

Barang Milik
Daerah
Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah

Perencanaan,
Penganggaran,
dan Evaluasi
Kinerja
Perangkat
Daerah

Penyediaan
Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan
dan Perlengkapan
Kantor

Penyediaan Bahan
Logistik Kantor
Penyediaan Barang
Cetakan dan
Penggandaan
Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
Fasilitasi Kunjungan
Tamu
Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD

18.078.850

752.780.000

218.775.165

99.250.002

84.180.000

40.765.200

507.613.333

17.634.300

731.347.800

212.851.300

94.732.300

84.180.000

40.484.100

494.044.440

97,54

97,15

97,29

95,45

100

99,31

97,33

Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak,
dan Perizinan
Kendaraan Dinas
Operasional atau
Lapangan
Pemeliharaan
Peralatan dan Mesin
Lainnya
Pemeliharaan/Rehabili
tasi Gedung Kantor
dan Bangunan

Lainnya

593.244.140

169.928.000

554.580.000

584.836.400

153.648.600

530.092.800

98,58

90,42

95,58

Penyusunan Dokumen
Perencanaan
Perangkat Daerah
Koordinasi dan

Penyusunan Laporan

80.659.601

44.220.000

79.827.500

42.350.000

98,97

95,77
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Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD

PROGRAM

PENGEMBANGA

N JASA

KONSTRUKSI

- Penyelenggaraa

n Pelatihan
Tenaga
Terampil
Konstruksi

- Penyelenggaraa
n Sistem
Informasi Jasa
Konstruksi
Cakupan
Daerah
Kabupaten/
Kota

- Penerbitan lzin
Usaha Jasa
Konstruksi
Nasional (Non
Kecil dan Kecil)

- Pengawasan
Tertib Usaha,
Tertib
Penyelenggaraa
n dan Tertib
Pemanfaatan
Jasa Konstruksi

Fasilitasi Sertifikasi
Tenaga Terampil

Konstruksi

161.160.000

160.896.200

99,84

Pengelolaan
Operasional Layanan
Informasi Jasa
Konstruksi
Penyusunan Data dan
Informasi Tenaga
Kerja dan Badan
Usaha

Penyusunan Data dan
Informasi Profil

Pekerjaan Konstruksi

107.399.999

55.380.000

241.930.000

99.141.000

44.730.000

230.861.400

92,31

80,77

95,42

Pembinaan dan
Peningkatan Kapasitas
Badan Usaha Jasa

Konstruksi

126.873.000

87.250.000

68,77

Bimbingan Teknis
tentang Tertib Usaha,
Tertib
Penyelenggaraan, dan
Tertib Pemanfaatan
Jasa Konstruksi

Pengawasan dan
Evaluasi Tertib Usaha,
Tertib
Penyelenggaraan, dan
Tertib Pemanfaatan

Jasa Konstruksi

266.009.100

715.649.310

255.292.200

685.132.000

95,97

95,74
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PROGRAM
PENGELOLAAN
DAN
PENGEMBANGA
N SISTEM
DRAINASE
- Pengelolaan Penyusunan Rencana, 306.780.000 276.692.370 90,19
dan Kebijakan, Strategi
P.engembangan dan Teknis Sistem
Sistem .
Drainase yang Drainase Perkotaan
Terhubung Pembangunan Sistem 1.502.286.500 1.415.139.350 94,20
Langsung Drainase Perkotaan
dengan Sungai dan Lingkungan
dalam Daerah .
Peningkatan Saluran 1168370500 1.096.288.500 93,83
Kabupaten/
Kota Drainase Perkotaan
dan Lingkungan
PROGRAM
PENYELENGGA
RAAN JALAN
- Penyelenggaraa Penyusunan Rencana, 3.501.822.500 3.384.940.430 96,66
nJalan B ]
Kabupaten/ Kebijakan, Strategi dan
Kota Teknis Sistem
Pengembangan Jalan
Pengelolaan Leger 223.910.000 290.877.100 98,65
Jalan
Survey Kondisi 1.176.220.000 1.130.850.870 | 96,14
Jalan/Jembatan
Pemeliharaan Rutin 12878612510 | 12723872260 | 98,80
Jalan
Pembangunan 2.763.353.477 2501.432.002 | 9378
Jembatan
Pelebaran Jembatan 1.324.143.450 1.219.644.750 92,11
Pemeliharaan Rutin 985116000 913.457.000 92.73

Jembatan
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PROGRAM
PENYELENGGA
RAAN
PENATAAN
RUANG

- Penetapan

Rencana Tata
Ruang Wilayah
(RTRW) dan
Rencana Rinci
Tata Ruang
(RRTR)
Kabupaten/
Kota

- Koordinasi dan
Sinkronisasi
Perencanaan
Tata Ruang
Daerah
Kabupaten/
Kota

- Koordinasi dan
Sinkronisasi
Pemanfaatan
Ruang Daerah
Kabupaten/
Kota

- Koordinasi dan
Sinkronisasi
Pengendalian
Pemanfaatan
Ruang Daerah
Kabupaten/
Kota

Penetapan Kebijakan
dalam rangka
Pelaksanaan Penataan
Ruang

Sosialisasi Kebijakan
dan Peraturan
Perundang-undangan
Bidang Penataan
Ruang

2.289.005.000

160.000.000

2.207.702.764

147.013.000

96,45

91,88

Koordinasi dan
Sinkronisasi
Penyusunan RRTR
Kabupaten/Kota
Peningkatan Peran
Masyarakat dalam
Penataan Ruang

38.081.000

242.784.000

34.362.000

214.413.000

90,23

88,31

Koordinasi dan
Sinkronisasi
Pemanfaatan Ruang
untuk Investasi dan
Pembangunan Daerah
Sistem Informasi

Penataan Ruang

413.962.680

155.110.000

388.636.380

153.841.270

93,88

99,18

Koordinasi dan
Sinkronisasi
Penertiban dan
Penegakan Hukum
Bidang Penataan
Ruang

Koordinasi
Pelaksanaan Penataan
Ruang

Koordinasi dan

Sinkronisasi

125.201.260

1.825.652.500

145.321.000

124.058.630

656.454.200

134.090.400

99,09

35,96

92,27
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Pemberian Insentif
dan Disinsentif

Bidang Penataan

Ruang
PROGRAM
PENATAGUNAA
N TANAH
- Penggunaan Koordinasi dan 7.212.715.032 5.161.572.141 71,56
Tanah yang Sinkronisasi
Hamparannya Pelaksanaan
dalam satu o
Daerah Konsolidasi Tanah
Kabupaten/ Kabupaten/Kota
Kota
PROGRAM
PENGELOLAAN
SUMBER DAYA
AIR (SDA)
- Ze”gemba”ga” Rehabilitasi Jaringan 7.188.229.692 6.686.078.409 | 93,01
an
Irigasi Permukaan
Pengelolaan
Sistem Irigasi Operasi dan 2.962.837.900 2.943.163.000 99,34
Primer dan Pemeliharaan
Sekunder pada Jaringan Irigasi
Daerah Irigasi
Permukaan
yang Luasnya
dibawah 1000 Pengelolaan dan 542.285.000 485.698.000 89,57
Ha dalam 1 Pengawasan Alokasi
(satu) Daerah Air Irigasi
Kabupaten/ P R
Kota enyusunan Rencana 1.306.656.600 1.286.700.949 | 98,47
Teknis dan Dokumen
Lingkungan Hidup
untuk Konstruksi
Irigasi dan Rawa
Operasional Unit 3.195.719.856 3.092.223.215 96,76
Pengelola Irigasi
- Pengelolaan Penyusunan Rencana 347.270.000 342.922.850 98,75
SDA dan Teknis dan Dokumen
Bangunan Lingkungan Hidup
Pengaman .
Pantai pada untuk Konstruksi
Wilayah Sungai Bendungan, Embung,
(WS) dalam 1 dan Bangunan

(satu) Daerah
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Kabupaten/
Kota

10.

Penampung Air
Lainnya

Penyusunan Rencana
Teknis dan Dokumen
Lingkungan Hidup
untuk Konstruksi
Pengendali Banyjir,
Lahar, Drainase
Utama Perkotaan dan
Pengaman Pantai
Operasi dan
Pemeliharaan
Bendungan
Pengelolaan
Hidrologi dan
Kualitas Air WS
Kewenangan
Kabupaten/Kota
Penyusunan Pola dan
Rencana Pengelolaan
SDA WS
Kewenangan
Kabupaten/Kota
Pembangunan
Embung dan
Penampung Air
Lainnya
Pembangunan
Bangunan Perkuatan
Tebing
Normalisasi/Restorasi
Sungai

Operasi dan
Pemeliharaan
Embung dan
Penampung Air
Lainnya

Pembinaan dan
Pemberdayaan

Kelembagaan

915.400.000

79.040.000

228.978.000

968.040.000

1.869.060.000

4.807.691.863

1.360.710.000

556.350.000

2.188.566.458

902.589.382

79.040.000

215.179.500

949.082.400

1.751.697.513

4.523.342.742

1.345.952.278

540.886.825

679.886.000

98,60

100

93,97

98,04

93,72

94,09

98,92

97,22

31,07




LKIP DINAS PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG KABUPATEN SERANG

Pengelolaan SDA
Kewenangan

Kabupaten/Kota

PROGRAM

PENGELOLAAN

DAN

PENGEMBANGA

N SISTEM

DRAINASE

- Pengelolaan

dan
Pengembangan
Sistem
Drainase yang
Terhubung
Langsung
dengan Sungai
dalam Daerah
Kabupaten/
Kota

Penyediaan Sarana
Sistem Drainase

Perkotaan

5.518.509.400

5.298.391.809

96,01

PROGRAM
PENYELENGGA
RAAN JALAN

- Penyelenggaraa

nJalan
Kabupaten/
Kota

Penanggulangan
Bencana/Tanggap

Darurat

1.050.000.000

1.012.442.921

96,42

D.3 ALOKASI ANGGARAN PENGELUARAN UNTUK SETIAP PROGRAM

No

Program

Rencana
Anggaran (Rp)

Realisasi
Anggaran (Rp)

Pencapaian

Ket

2

3

4

PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/
KOTA

27.783.580.871

27.397.017.188

PROGRAM
PENGEMBAN
GAN JASA
KONSTRUKSI

1.674.401.409

1.563.302.800

93,36
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3 | PROGRAM 8.495.946.400 8.086.512.029 95,18
PENGELOLAAN

DAN
PENGEMBANGAN
SISTEM
DRAINASE

4 | PROGRAM 214.235.310.931 | 200.087.115.269 93,40
PENYELENGGAR

AAN JALAN

5 | PROGRAM 5.395.117.440 4.060.571.644 75,26
PENYELENGGAR

AAN PENATAAN
RUANG

6 | PROGRAM 7.212.715.032 5.161.572.141 71,56
PENATAGUNAAN

TANAH

7 | PROGRAM 28.516.835.369 |  25.824.443.063 90,56
PENGELOLAAN

SUMBER DAYA
AIR (SDA)

TOTAL 293.313.907.452 | 272.180.534.134 92,79

Dari hasil di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program melalui
kegiatan - kegiatan yang berada dalam lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang telah cukup memberikan kontribusi terhadap pencapaian sasaran.
Program - program tersebut telah berhasil di manfaatkan oleh masing — masing
bagian/bidang dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan penataanruang dan pada
dasarnya dalam setiap pelaksanaan kegiatan dari sisi anggaran sudah melakukan
efesiensi anggaran. Adapun sisa anggaran tahun 2022 sebesar 7,21% dimana 3,59%

adalah anggaran yang meluncur ketahun 2023, dan sisanya 3,62% adalah efisiensi. dan

dari sisi keberhasilan kegiatan pelaksanaannya mencapai 92,79%
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E. Dampak Terhadap Sasaran Strategis

SASARAN URAIAN INDIKATOR DAMPAK (IMPACT)
STRATEGIS KINERJA
Meningkatnya | Indikator kinerja pada sasaran Jalan kabupaten dalam kondisi
Kualitas strategis menitik beratkan pada mantap dengan kontruksi beton

Jaringan Jalan
dan Jembatan

jaringan jalan dengan perkerasan
beton di TA 2022 dengan panjang
56,872 Km dengan rincian sbb :

Land Clearing Jalan Akses
PUSPEMKAB P=950 m’

Pembangunan Jalan Kawasan
PUSPEMKAB Segmen 1 P=
429 m’

Pembangunan Jalan Kawasan
PUSPEMKAB Segmen 2 P=
2095 m’

Rehabilitasi Jalan Sentul -
Teras Bendung — Tirtayasa P=
1075m’

Rekonstruksi Jalan Lingkar
Anyer — Jaha P= 1060 m’

Rekonstruksi Jalan Sirih —
Kamasan P= 3786m’

Rekonstruksi Jalan Tirtayasa —
Tengkurak P= 3386 m’

menjadikan.

Umur jalan menjadi panjang,
Menjadikan keamanan dan
kenyamanan bagi pengguna
jalan

Tingkat Kecelakaan Menurun
Perekonomian masyarakat
meningkat

Tingkat kecepatan dan waktu
tempuh menjadi
singkat.Dengan rincian hasil
perhitungan LHR sebagai
berikut :

Land Clearing Jalan Akses
PUSPEMKAB LHR semula 0
menjadi 950

Pembangunan Jalan Kawasan
PUSPEMKAB Segmen 1
LHR semula 0 menjadi 429
Pembangunan Jalan Kawasan
PUSPEMKAB Segmen 2
LHR semula 0 menjadi 2095
Rehabilitasi Jalan Sentul -
Teras Bendung — Tirtayasa
LHR semula 2784 menjadi
3859

Rekonstruksi Jalan Lingkar
Anyer —Jaha LHR semula
1969 menjadi 3029
Rekonstruksi Jalan Sirih —
Kamasan LHR semula 1250
menjadi 5036

Rekonstruksi Jalan Tirtayasa —
Tengkurak LHR semula 1535
menjadi 4921
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Rekonstruksi Jalan Babadan —
purwadadi P= 3635m’

Rekonstruksi Jalan Sadang —
Serdang P= 419m’

Rehabilitasi Jalan Cikande -
Garut — Kopo P= 1500 m’

Rehabilitasi Jalan Junti —
Binong P= 920 m’

Rehabilitasi Jalan Sentul —
Kisarap P= 1228 m’

Rehabilitasi Jalan Pamarayan
— Kolelet P= 530 m’

Rekonstruksi Jalan
Sukamanah-Taman Sari P=
605 m’

Rekonstruksi Jalan Sukacai —
Cigeger P= 640m’

Rekonstruksi Jalan Cinangka -
Kubang Baros P= 695m’

Rekonstruksi Jalan Cinangka
— Bantarwaru P= 450 m’

Rekonstruksi Jalan Wirana —
Pagintungan P= 690 m’

Rekonstruksi Jalan Harendong
— Cikasantren P= 600m’

Rekonstruksi Jalan Dukuh -
Teras bending P= 149m’

Rekonstruksi Jalan Lebak
Kepuh — Lebakwangi P=
595m’

Rekonstruksi Jalan Babadan —
purwadadi LHR semula 1504
menjadi 5139

Rekonstruksi Jalan Sadang —
Serdang LHR semula 1785
menjadi 2204

Rehabilitasi Jalan Cikande -
Garut — Kopo LHR semula
2132 menjadi 3632
Rehabilitasi Jalan Junti —
Binong LHR semula 2539
menjadi 3459

Rehabilitasi Jalan Sentul —
Kisarap LHR semula 3545
menjadi 4773

Rehabilitasi Jalan Pamarayan
— Kolelet LHR semula 1870
menjadi 2400

Rekonstruksi Jalan
Sukamanah-Taman Sari LHR
semula 1920 menjadi 2525
Rekonstruksi Jalan Sukacai —
Cigeger LHR semula 1539
menjadi 2179

Rekonstruksi Jalan Cinangka -
Kubang Baros LHR semula
1690 menjadi 2385
Rekonstruksi Jalan Cinangka
— Bantarwaru LHR semula
1576 menjadi 2026
Rekonstruksi Jalan Wirana —
Pagintungan LHR semula
1680 menjadi 2370
Rekonstruksi Jalan Harendong
— Cikasantren LHR semula
1250 menjadi 1850
Rekonstruksi Jalan Dukuh -
Teras bending LHR semula
1288 menjadi 1437
Rekonstruksi Jalan Lebak
Kepuh — Lebakwangi LHR
semula 1281 menjadi 1876
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Rekonstruksi Jalan Mancak —
Ciwarna P= 700m’

Rekonstruksi Jalan Mancak -
Pamekser Lebak P= 645m’

Rekonstruksi Jalan
Rancasanggal — Cikolelet P=
610m’

Rekonstruksi Jalan Kaduranca
— Gelusur P=890m’

Rekonstruksi Jalan Sangiang —
Damping P= 600m’

Rekonstruksi Jalan Tanggulan
— wirana P= 440m’

Rekonstruksi Jalan Kubang
Jaya - Kadugenep — Cotak P=
490m’

Rekonstruksi Jalan Kemuning
— Malanggah P= 690m’

Rekonstruksi Jalan Cisiram —
Kamasan P=590m’

Rekonstruksi Jalan
Bantarwangi - Umbul Tanjung
P=590m’

Rekonstruksi Jalan Raab -
Songgom Jaya P= 680m’

Rekonstruksi Jalan Tersaba -
Bendung P=565m’

Rekonstruksi Jalan Jaha —
Sindang Karya P= 730m’

Rekonstruksi Jalan Mancak —
Ciwarna LHR semula 1590
menjadi 2290

Rekonstruksi Jalan Mancak -
Pamekser Lebak LHR semula
1920 menjadi 2565
Rekonstruksi Jalan
Rancasanggal — Cikolelet
LHR semula 1667 menjadi
2277

Rekonstruksi Jalan Kaduranca
— Gelusur LHR semula 1520
menjadi 2410

Rekonstruksi Jalan Sangiang —
Damping LHR semula 1969
menjadi 2859

Rekonstruksi Jalan Tanggulan
—wirana LHR semula 2415
menjadi 2855

Rekonstruksi Jalan Kubang
Jaya - Kadugenep — Cotak
LHR semula 1579 menjadi
2069

Rekonstruksi Jalan Kemuning
— Malanggah LHR semula
2530 menjadi 3220
Rekonstruksi Jalan Cisiram —
Kamasan LHR semula 1842
menjadi 2432

Rekonstruksi Jalan
Bantarwangi - Umbul Tanjung
LHR semula 1320 menjadi
1910

Rekonstruksi Jalan Raab -
Songgom Jaya LHR semula
1550 menjadi 2230
Rekonstruksi Jalan Tersaba -
Bendung LHR semula 2694
menjadi 3259

Rekonstruksi Jalan Jaha —
Sindang Karya LHR semula
2115 menjadi 2835
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Rekonstruksi Dukuh Kawung
— Cimaung p= 642m’

Rekonstruksi Jalan Argawana
- Banyuwangi — Margasari P
=690m’

Rekonstruksi Jalan Kemuning
- Telaga Luhur p=575m’

Rekonstruksi Jalan Sukaindah
- Seuat Kecamatan p= 602m’

Rekonstruksi Jalan Baros —
Cisalam P=550m’

Rekonstruksi Mandaya —
Walikukun P= 675m’

Rekonstruksi Jalan Mandaya —
Sukamampir P= 470m’

Rekonstruksi Jalan Sukamaju
— Harundang P= 578m’

Rekonstruksi Jalan Cilayang -
Cadas Ngampar P= 660m’
Rekonstruksi Jalan Dahu —
Bantarpanjang P= 591m’
Rekonstruksi Jalan Cimaung —
Sukamenak P= 600m’
Rekonstruksi Jalan Dumus —
Cisait P=105m’

Rekonstruksi Taman Ciruas
Permai P=405m’
Rekonstruksi Jalan Majasari -
Pasir Buyut P=775m’
Rehabilitasi Jalan Malabar —
Junti P= 195m’

Rekonstruksi Jalan Kragilan —
Cijeruk P=395m’

Rekonstruksi Dukuh Kawung
— Cimaung LHR semula
2531menjadi 3173
Rekonstruksi Jalan Argawana
- Banyuwangi — Margasari
LHR semula 1482 menjadi
2172

Rekonstruksi Jalan Kemuning
- Telaga Luhur LHR semula
1485 menjadi 2060
Rekonstruksi Jalan Sukaindah
- Seuat Kecamatan LHR
semula 1327. menjadi 1929
Rekonstruksi Jalan Baros —
Cisalam LHR semula 1523
menjadi 2073

Rekonstruksi Mandaya —
Walikukun LHR semula 2137
menjadi 2812

Rekonstruksi Jalan Mandaya —
Sukamampir LHR semula
2462 menjadi 2932

Rekonstruksi Jalan Sukamaju
— Harundang LHR semula
1485 menjadi 2063
Rekonstruksi Jalan Cilayang -
Cadas Ngampar LHR semula
1815 menjadi 2475
Rekonstruksi Jalan Dahu —
Bantarpanjang LHR semula
1245 menjadi 1836
Rekonstruksi Jalan Cimaung —
Sukamenak LHR semula
1538 menjadi 2138
Rekonstruksi Jalan Dumus —
Cisait LHR semula 1465
menjadi 1570

Rekonstruksi Taman Ciruas
Permai LHR semula 1589
menjadi 1994
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- Rekonstruksi Jalan Sait
Muncang - Sait Masjid P=
495m’

- Rekonstruksi Jalan Unyur -
Pasir Buyut P=450m’

- Rekonstruksi Jalan Citaman —
Gosali P= 680m’

- Rekonstruksi Jalan Tambiluk
— Malanggah P=455m’

- Rekonstruksi Jalan Kampung
Baru — Seuat P= 685m’

- Rekonstruksi Jalan Tambiluk -
Cilame P= 650m’

- Rekonstruksi Jalan Tambiluk
— Cirangkong P= 595m’

Rekonstruksi Jalan Majasari -
Pasir Buyut LHR semula
2485 menjadi 3260
Rehabilitasi Jalan Malabar —
Junti LHR semula 1829
menjadi 2024

Rekonstruksi Jalan Kragilan —
Cijeruk LHR semula 1590
menjadi 1985

Rekonstruksi Jalan Sait
Muncang - Sait Masjid LHR
semula 2389 menjadi 2884
Rekonstruksi Jalan Unyur -
Pasir Buyut LHR semula
1682 menjadi 2132
Rekonstruksi Jalan Citaman —
Gosali LHR semula 2184
menjadi 2864

Rekonstruksi Jalan Tambiluk
— Malanggah LHR semula
1364 menjadi 1819
Rekonstruksi Jalan Kampung
Baru — Seuat LHR semula
1568 menjadi 2253
Rekonstruksi Jalan Tambiluk -
Cilame LHR semula 1558
menjadi 2208

Rekonstruksi Jalan Tambiluk —
Cirangkong LHR semula
1594 menjadi 2189

Meningkatnya
kualitas
pelayanan
Jaringan
Irigasi dan
Sumber Daya
Air

Indikator kinerja pada sasaran

strategis menitik beratkan pada

Indikator Kinerja Sistem Irigasi

(IKSI) seluas 6.470 M’

dengan rincian kegiatan di TA

2022 adalah sbb:

- Rehabilitasi Jaringan Irigasi
D.I Cipari Atas

- Rehabilitasi Jaringan Irigasi
D.l Ciwaka Atas

- Rehabilitasi Jaringan Irigasi
D.I Cikeusal

Indikator Kinerja Sistem Irigasi
(IKSI) Kabupaten menjadikan :

Mendukung pemenuhan
kedaulatan pangan.

Peningkatan fungsi atau
menambah luas areal layanan
untuk mencapai sasaran nasional
pembangunan irigasi 1 (satu)
juta Ha, dan rehabilitasi irigasi 3
(tiga) juta Ha.
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- Rehabilitasi Jaringan Irigasi
D.I Cipaas

- Rehabilitasi Jaringan Irigasi
DI. Ciranji

- Rehabilitasi Jaringan Irigasi
DlI. Cikiray

- Rehabilitasi Jaringan Irigasi
DI. Kamasan

- Rehabilitasi Jaringan Irigasi
DI. Bojong

- Rehabilitasi Jaringan Irigasi
DlI. Cimasin

- Rehabilitasi Jaringan Irigasi
DI. Creundeu

- Rehabilitasi Jaringan Irigasi
DI. Cimanungtung

- Rehabilitasi Jaringan Irigasi
DlI. Cisegel

- Rehabilitasi Jaringan Irigasi
DI. Makarsari

- Rehabilitasi Jaringan Irigasi
Dl. Cikolelet

- Rehabilitasi Jaringan Irigasi
DlI. Cibarong Cipariuk

- Rehabilitasi Jaringan Irigasi
DlI. Cipelem

- Rehabilitasi Jaringan Irigasi
DI. Krajanen

- Rehabilitasi Jaringan Irigasi
DI. Juwet




BAB IV
PENUTUP

Dari hasil evaluasi kinerja dan analisis pencapaian kinerja dari bab Il dapat
disimpulkan bahwa secara umum pelaksanaan tugas dari Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Serang dapat dikategorikan sangat
berhasil dari ke 6 indikator kinerja utama (IKU), Sedangkan total secara
keseluruhan pencapian kinerjanya dapat dikategorikan Sangat Berhasil.

Diharapkan capaian program dan kebijakan ditahun mendatang akan

mengantarkan tercapainya sasaran, tujuan, visi dan misi yang telah ditetapkan.

Adapun hasil evaluasi penyerapan anggaran pencapaiannya dapat disimpulkan
bahwa program yang ada bejumlah 7 buah, kegiatan berjumlah 20 buah.
Sedangkan penyerapan anggaran belanja langsung sampai dengan akhir tahun
anggaran adalah sebesar Rp. 272.180.534.134,- (92,79%).

Pencapaian kinerja demikian senantiasa diupayakan untuk ditingkatkan terus
menerus pada tahun-tahun yang akan datang serta diupayakan agar setiap
aspirasi masyarakat dan kepentingannya dapat terus terakomodasikan dalam
anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Serang
setiap tahunnya, dimana anggaran itu merupakan kristalisasi dari prioritas dan

pencapaian sasaran yang harus diwujudkan setiap tahunnya.

Demikian laporan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Serang yang dapat disampaikan sebagai perwujudan pertanggung

jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
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